Kedudukan Undang-Undang ITE dan Fatwa MUI Serta Implementasinya terhadap Pengguna Media Sosial di UIN Alauddin Makassar by Satriani, Indra
KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG ITE DAN FATWA MUI
SERTA IMPLEMENTASINYA TERHADAP PENGGUNA MEDIA SOSIAL
DI UIN ALAUDDIN MAKASSAR
TESIS
Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister dalam Bidang Syariah/ Hukum Islam
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar
Oleh:
Indra Satriani
Nim: 80100216010
Promotor:
Drs. H. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag., Ph.D.
Kopromotor:
Dr. H. Misbahuddin, M.Ag.
PASCASARJANA
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2018
ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS
Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Indra Satriani
NIM : 80100216010
Tempat/tgl. Lahir : Cabalu/17 September 1994
Jur/ Prodi Konsentrasi : Syariah/ Hukum Islam
Alamat : Aapol Tello Baru, Jl. Urip Sumoharjo, Makassar.
Judul Skripsi : Kedudukan Undang-Undang ITE dan Fatwa MUI
Serta Implementasinya terhadap Pengguna Media Sosial
di UIN Alauddin Makassar
Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini
benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan
duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atapun seluruhnya,
maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.
Makassar, April 2018
Penyusun,
Indra Satriani
NIM : 80100216010

iv
KATA PENGANTAR
ِﺑْﺴِﻢ ဃﱠِ اﻟﺮﱠْﺣَﻤِﻦ اﻟﺮﱠِﺣﯿِﻢ 
اﻟﺤﻤﺪ Ϳ اﻟﺬي ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ أﻓﻀﻞ اﻟﻠﻐﺎت. و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ
ﺳّﯿِﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ، و ﻋﻠﻰ آﻟﮫ و أﺻﺤﺎﺑﮫ إﻟﻰ ﯾﻮم اﻟﻤﯿﻌﺎد.
Segala puji  dan syukur  ke hadirat Allah swt. Tuhan semesta alam, berkat
rahmat, taufik dan inayah-Nya, tesis yang berjudul “Kedudukan Undang-Undang
ITE Dan Fatwa MUI Serta Implementasinya Terhadap Pengguna Media Sosial Di
UIN Alauddin Makassar”, bisa diselesaikan untuk diajukan guna memenuhi syarat
memperoleh gelar magister dalam bidang Syariah/ Hukum Islam pada program
Magister di Pascasarjaan UIN Alauddin Makassar. Salawat dan salam  semoga
terlimpah kepada  Nabi Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan kepada
seluruh umat Islam.
Selesainya tesis ini, tidak lepas dari dukungan berbagai pihak. Oleh karena
itu, sepatutnya disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada berbagai pihak yang turut memberikan andil, baik secara langsung
maupun tidak, moral maupun material. Untuk maksud tersebut, ucapan terima kasih
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:
1. Rektor UIN Alauddin Makassar, Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. Serta
para wakil Rektor beserta seluruh staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Sabri Samin, M.Ag. sebagai Direktur dan Prof. Dr. Achmad Abu
Bakar, M.Ag., selaku Wakil Direktur yang telah memimpin Pascasarjana UIN
Alauddin Makassar.
3. Dr. H. Mawardi Djalaluddin, Lc., M.Ag. Ph.D., sebagai promotor dan Dr. H.
Misbahuddin, M.Ag. sebagai Ko-promotor, yang telah meluangkan waktu,
vtenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan serta senantiasa memberikan
motivasi agar tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.
4. Dr. Kurniati, S.Ag. M.H.I, dan Dr. Achmad Musyahid Idrus, M.Ag. sebagai
penguji, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan
koreksi dan perbaikan sehingga tesis ini dapat selesai dengan sebaik-baiknya.
5. Prof. Dr. Kasjim Salenda, M.Th.I. sebagai Ketua Prodi Syariah/ Hukum Islam
Program Magister dan Doktor, juga para dosen pengajar dan para staf
Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang telah banyak memberikan
bimbingan, bantuan dan pelayanan terbaik selama penulis menempuh kegiatan
akademik dan penyelesaian tesis di Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
6. Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar dan Pascasarjana UIN Alauddin
beserta stafnya yang telah memberikan pelayanan untuk memperoleh literatur
selama masa perkuliahan hingga selesainya penyusunan tesis ini.
7. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi beserta jajaranmya, juga Dekan
Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya yang telah memberikan izin
dan pelayanan terbaik kepada penulis sehingga dapat melakukan penelitian di
UIN Alauddin Makassar, juga seluruh dosen dan mahasiswa sebagai informan
yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi sehingga
penelitian ini dapat terlaksana dengan sempurna.
8. Penghormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua
tercinta, Ayahanda Drs. M. Idrus. J. dan Ibunda Rosminih, S.Pd.I yang dengan
penuh kasih sayang mendidik dan membesarkan penulis serta tiada henti-
hentinya memanjatkan doa kehadirat Allah swt., untuk memohon keberkahan
dan kesuksesan bagi anak-anaknya. Kakak kandung tercinta beserta suami Fia
vi
Rusyani S,Pd. dan Ahkamil, S.Pd., adik tercinta  Ahmad Syathir  dan juga
segenap keluarga yang telah memberikan motivasi sehingga penulis dapat
menyelesaikan tesis ini.
9. Dr. Halim Talli dan Ibu Dr. Hj. Masniati. M.Ag juga Dr. Muh. Saleh Ridwan,
M.Ag dan Ibu Wahidah Abdullah, S.Ag. M.Ag. serta Ibu Andi Intan Cahyani,
S.Ag. M.Ag yang telah bersedia bertindak sebagai wali penulis dan senantiasa
membantu juga memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan
seluruh rangkaian kegiatan perkuliahan di UIN Alauddin Makassar.
10. Sahabat-sahabat tercinta dan teman terdekat yang telah hadir mendampingi
dalam suka maupun duka dalam perjalanan studi serta penyelesaian tesis ini.
11. Seluruh sahabat sesama alumni UIN Alauddin Makassar, juga rekan-rekan
angkatan 2016 kelompok I dan Konsentrasi Syariah/ Hukum Islam dan seluruh
rekan-rekan mahasiswa pascasarjana yang tidak bisa disebutkan satu-persatu,
yang telah banyak membantu dalam penyelesaian tesis ini.
Kiranya bantuan dan pertolongan yang telah diberikan oleh semua pihak
mendapat pahala di sisi Allah swt. Dan semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat
bagi agama, bangsa dan negara. Amin.
و ﺑﺎͿ اﻟﺘﻮﻓﯿﻖ و اﻟﺴﻌﺎدة
اﻟﺴﻼم ﻋﻠﯿﻜﻢ و رﺣﻤﺔ ﷲ و ﺑﺮﻛﺎﺗﮫ
Makassar, April 2018
Penulis,
Indra Satriani
NIM: 80100216010
vii
DAFTAR ISI
JUDUL ............................................................................................................... i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .............................................................. ii
PERSETUJUAN TESIS ................................................................................... iii
KATA PENGANTAR....................................................................................... iv
DAFTAR ISI...................................................................................................... vii
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN ......................................................... ix
ABSTRAK ......................................................................................................... xvi
BAB I PENDAHULUAN ........................................................................ 1-16
A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1
B. Fokus Penelitan dan Deskripsi Fokus..................................... 7
C. Rumusan Masalah................................................................... 9
D. Kajian Pustaka/ Penelitian Terdahulu..................................... 10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................ 15
BAB II TINJAUAN TEORETIS ............................................................. 17-67
A. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ... 17
B. Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan
Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial....................... 28
C. Pengguna Media Sosial di UIN Alauddin Makassar .............. 63
D. Kerangka Konseptual.............................................................. 64
BAB III METODOLOGI PENELITIAN................................................. 68-76
A. Jenis dan Lokasi Penelitian..................................................... 68
B. Pendekatan Penelitian............................................................. 70
C. Sumber Data ........................................................................... 70
D. Metode Pengumpulan Data Penelitian.................................... 71
E. Instrumen Penelitian ............................................................... 73
F. Teknik Pengolahan Data......................................................... 74
G. Pengujian Keabsahan Data ..................................................... 75
viii
BAB IV HASIL PENELITIAN ................................................................. 77-114
A. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ........................ 69
B. Kedudukan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dan Fatwa
MUI No.24 Tahun 2017.......................................................... 89
C. Implementasi Undang-undang No.11 Tahun 2008 dan Fatwa
MUI No. 24 Tahun 2017 terhadap pengguna Media Sosial di
UIN Alauddin Makassar ......................................................... 94
BAB V PENUTUP……………………………………………………. 115-117
A. Kesimpulan ............................................................................. 115
B. Implikasi Penelitian ................................................................ 117
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
xvi
ABSTRAK
Nama : Indra Satriani
Nim : 80100216010
Judul : Kedudukan Undang-Undang ITE dan Fatwa MUI serta Implementasinya
terhadap pengguna media sosial di UIN Alauddin Makassar.
Tesis ini membahas mengenai Kedudukan Undang-undang ITE dan Fatwa
MUI serta Implementasinya terhadap pengguna media sosial di UIN Alauddin
Makassar. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui kedudukan Undang-
Undang ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017. 2)
Untuk mengetahui implementasi Undang-undang ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 28
dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 terhadap pengguna media sosial di UIN Alauddin
Makassar.
Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (field research), bila dilihat dari
jenis data adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan yuridis. Data diperoleh dari Dosen dan Mahasiswa di UIN
Alauddin Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi,
wawancara, dokumentasi dan penelusuran berbagai literatur atau referensi. Penelitian
ini menggunakan panduan observasi, pedoman wawancara dan data dokumentasi
sebagai Instrumen Penelitian. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan melalui
tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan dan
verifikasi data.
Hasil penelitan ini menujukkan bahwa 1) Undang-undang ITE No. 11 Tahun
2008 Pasal 28 merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang
mempunyai kekuatan hukum mengikat sedangkan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017
bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai
kekuatan hukum mengikat tetapi bisa saja bersifat mengikat selama diserap ke dalam
peraturan perundang-undangan. 2) Implementasi UU ITE terhadap mengguna media
sosial yang ada di UIN Alauddin Makassar dirasakan manfaatnya, baik itu terhadap
pengguna media sosial yang pernah mengalami pelanggaran terhadap UU ITE ini
maupun terhadap pengguna media sosial pada umumnya. Hak warga negara dalam
menuntut keadilan dan untuk mencapai kepastian hukum dapat tersalurkan dengan
adanya UU ITE. Umumnya pengguna media sosial lebih berhati-hati dalam
menyalurkan informasi dan bertransaksi elektronik semenjak terjadinya banyak kasus
penyalahgunaan ITE. Selanjutnya berbicara tentang fatwa. meskipun fatwa tidak
memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti UU ITE, namun pada umunya
pengguna media sosial di UIN Alauddin Makassar telah bermuamalah melalu media
sosial sesuai dengan al-quran dan hadis yang pada dasarnya sejalan dengan hukum
dan pedoman bermuamalah melalui media sosial yang ada dalam Fatwa MUI No. 24
Tahun 2017.
xvii
Implikasi penelitian ini adalah: 1) Dengan adanya UU ITE No. 11 Tahun
2008 Pasal 28 dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 juga diperkuat dengan kasus
dugaan penghinaan yang terjadi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi tersebut secara
langsung memberikan pengaruh terhadap etika dan norma dalam menggunakan
media sosial khususnya di UIN Alauddin Makassar. 2) Penelitian ini diharapkan
dapat berdampak pada pemerintah agar lebih memberikan perhatian terhadap Majelis
Ulama Indonesia sehingga dapat bekerja maksimal demi bangsa dan dapat
menghasilkan lebih banyak fatwa yang diserap menjadi Undang-Undang agar secara
langsung dapat memberikan kekuatan hukum yang mengikat.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Peradaban dunia saat ini ditandai dengan fenomena kemajuan teknologi
informasi dan globalisasi yang berlangsung hampir semua sektor kehidupan.
Perkembangan teknologi dan globalisasi tidak saja terjadi di negara maju, tetapi juga
di negara berkembang. Saat ini teknologi informasi memegang peranan yang penting
dalam perdagangan dan ekonomi antar negara-negara di dunia, termasuk
memperlancar arus informasi.
Globalisasi informasi tersebut telah menempatkan Indonesia sebagai bagian
dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan
mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional sehingga
pembangunan teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan
menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.
Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan
kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah
memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Selain itu, pemanfaatan
teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan
perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-
negara di dunia. Setidaknya ada dua keuntungan yang dibawa dengan keberadaan
teknologi informasi.1 Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas
1Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Peraturan dan
Celah Hukumnya (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2013), h. 1.
2produk-produk teknologi informasi itu sendiri. Kedua, memudahkan transaksi bisnis
keuangan disamping bisnis-bisnis lainnya.2 Kedua keuntungan tersebut menegaskan
telah terjadi perubahan pola transaksi dan pola bersosialisasi masyarakat, dari cara
yang konvensional ke cara elektronik yang lebih efektif dan efisien. Pentingnya
kegiatan bisnis juga dapat dilihat dari banyaknya penggunaan terminologi bisnis
dalam Al-Qur’an.3
Selain itu, kemajuan teknologi juga mempermudah dan mempercepat
komunikasi secara elektronik dalam satu negara, bahkan juga antar negara. Peristiwa-
peristiwa yang terjadi di dunia dapat diketahui hanya dalam hitungan menit melalui
jaringan internet. Transfer uang antar bank dengan menggunakan e-cash dari dalam
negeri ke luar negeri dapat dilakukan lebih cepat. Perdagangan melalui internet atau
yang dikenal dengan electronic commerce (E- Commerce) semakin meningkat.4
Pembayaran untuk pemesanan barang atau program komputer dapat dilakukan
dengan menggunakan credit card. Artinya kemajuan teknologi menyebabkan dunia
menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial berlangsung
secara cepat.5 Namun kemudahan tidak hanya dirasakan dalam bidang bisnis tersebut,
namun juga dirasakan oleh masyarakat luas khususnya dalam kemajuan teknologi
informasi dalam bidang komunikasi melalui media sosial.
2Agus Raharjo, Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), h. 1.
3Misbahuddin, Sistem Bunga Dalam Bisnis Modern Islamic Law Perspektif, (Makassar:
Alauddin University Press, 2013), h. 4
4Misbahuddin, E-Commerce dan Hukum Islam, (Makassar: Alauddin University Press, 2011),
h. 17
5Agus Raharjo, Cybercrime: Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi,
h.2.
3Teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial dirasakan
berkembang secara luar biasa. Internet bisa dikatakan sebagai tonggak dari penemuan
terbesar perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan dampak
terbesar bagi manusia. Situasi saat ini bisa dikatakan masyarakat tidak bisa terlepas
dari ketergantungan perangkat pada teknologi. Namun titik pandang kemajuan
teknologi komunikasi dan informasi tidak hanya tertumpu pada kehadiran perangkat
komunikasi yang semakin hari semakin canggih. Melainkan juga memberikan
pengaruh pada kebiasaan yang terjadi di tengah manyarakat.
Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa
batas dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung
demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena
selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan
peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.
Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber.
Istilah “hukum siber” diartikan sebagai padanan kata dari kata Cyber Law, yang saat
ini secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan
pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum
teknologi informasi (Law of Information Tecnologhy) hukum dunia maya (Virtual
World Law) dan Hukum Mayantara. Istilah tersebut lahir mengingat kegiatan internet
dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis virtual.6
Semakin meningkatnya kehidupan masyarakat modern terhadap teknologi
komputer, sehingga komputer merupakan teknologi kunci keberhasilan pembangunan
pada masa sekarang dan masa yang akan datang, dengan kata lain kehadiran
6Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan Haki Dalam Sistem Hukum Indonesia (Bandung: Refika
Aditama, 2004), h. 1.
4teknologi di bidang komputer merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan
untuk menunjang pembangunan nasioanal. Namun di samping itu patut pula disadari
bahwa perkembangan teknologi komputer tersebut dapat atau telah menimbulkan
berbagai kemungkinan yang buruk baik yang diakibatkan karena keteledoran, dan
kekurangmampuan maupun kesengajaan yang dilandasi karena itikad buruk. Oleh
sebab itu kebijakan pengembangan teknologi komputer harus pula diimbangi dengan
kebijakan di bidang proteksinya, terutama kebijakan yang berkaitan dengan proteksi
yuridisnya (dengan peraturan perundanng-ungangan).7
Hal ini melandasi pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi
informasi melalui infastruktur hukum dan peraturannya sehingga pemanfaatan
teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan
memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia Oleh
karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik ( ITE).
Sejak disahkannya UU ITE ini, telah banyak kasus yang terjadi berkaitan
dengan transaksi informasi elektronik menggunakan media elektronik. Masih jelas
dalam ingatan mulai dari kasus Prita Mulyasari pada tahun 2008 yang menuliskan
surat elektronik (e-mail) berisi keluhan kepada teman-temannya terkait layanan RS
Omni Internasioanal di Tangerang, namun isi e-mail untuk kalangan terbatas itu
tersebar ke sejumlah mailing list di internet. Pihak RS. Omni mengambil langkah
hukum dan Prita dijerat dengan pasal 27 ayat (3) Undang-undang ITE dengan
ancaman hukuman enam tahun penjara. Kemudian kasus Johan Yan seorang
pengguna Facebook di Surabaya terancam hukuman penjara enam tahun dan denda 1
7Gultom Elisatris, Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi, Cet.I ((Bandung: PT.
Refika Aditama, 2005), h. 25.
5miliar pada tahun 2013 akibat komentarnya di Facebook tentang dugaan korupsi Rp.
4,7 trilliun di Gereja Bethany Surabaya, Jawa Timur. Setelah kasus tersebut terdapat
banyak lagi kasus yang sama namun tidak kalah mencengangkan kasus Ahok alias
Basuki Cahaya Purnama yang kala itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta
dianggap melakukan Penistaan Agama dan kemudian terancam hukuman 12 tahun
penjara. Pidato Ahok yang dianggap menyinggung surah al-Māidah tersebut beredar
di Facebook setelah seseorang bernama Buni Yani yang merekam dan mengunggah
rekaman pidato tersebut ke akun Facebook miliknya. Penyalahgunaan media sosial
semacam ini ternyata juga disinyalir terjadi di lingkungan universitas, salah satunya
di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang mana salah seorang dosen
melaporkan beberapa teman sejawatnya kepihak kepolisian karena merasa
tersinggung dengan pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalam grup WhatApp
sesama dosen dan kasus ini sekarang masih dalam tahap penyelesaian oleh pihak
yang berwajib. Dengan demikian kasus dugaan penghinaan ini menambah rentetan
masalah penyalahgunaan Informasii dan Transaksi Elektronik yang ada di Indonesia
dan khususnya yang ada di Sulaweis Selatan dalam hal ini Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar.
Pada dasarnya kemudahan berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui
media digital berbasis media sosial tersebut terbukti dapat mendatangkan
kemashlahatan bagi umat manusia, seperti mempererat tali silaturahim, untuk
kegiatan ekonomi, pendidikan dan kegiatan positif lainnya. Nampun penggunaan
media digital khususnya yang berbasis media sosial di tengah masyarakat seringkali
tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak jarang menjadi sarana untuk
penyebaran informasi yang tidak benar, hoax, fitnah, ghibah, naminah, gosip,
6pemutarbalikkan fakta, ujaran kebencian, permusuhan, kesimpangsiuran, informasi
palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan disharmoni sosial. Pengguna
media sosial seringkali menerima dan menyebarkan informasi yang belum tentu
benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau ketidaktahuan, yang bisa
menimbulkan mafsadah di tengah masyarakat.
Nyatanya banyak pihak yang menjadikan konten media digital yang berisi
hoax, fitnah, ghibah, naminah, desas desus. kabar bohong. ujaran kebencian, aib dan
kejelekan seseorang, informasi pribadi yang diumbar ke publik dan hal-hal lain
sejenis sebagai sarana memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi,
agitasi, dan sarana mencari keuntungan politik serta ekonomi, dan terhadap masalah
tersebut muncul pertanyaan ditengah masyarakat mengenai hukum dan pedomannya.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia
menetapkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial
untuk digunakan sebagai pedoman bagi umat Islam yang ada di Indonesia. Namun
pada kenyataannya fatwa ini belum tersebar secara menyeluruh dan dianggap tidak
memberikan efek jera sehingga fatwa ini tidak banyak diketahui oleh para pengguna
media sosial khususnya yang beragama Islam. Bahkan dikalangan masyarakat
Universitas Islam yang pada dasarnya dianggap sebagai contoh dalam masayarakat
khususnya yang ada hubungannya dengan hukum Islam belum mengamalknan fatwa
ini dengan baik terbukti dengan adanya kasus yang melanggar Undang-undang ITE
yang kemudian sangat bertentangan dengan isi fatwa tentang hukum dan pedoman
bermuamalah dalam media sosial tersebut.
Dengan adanya kasus-kasus yang telah disebutkan sebelumnya dapat dilihat
bahwa penerapan tindak pidana terhadap Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang
7Informasi dan Transaksi Elektronik sangat dirasakan dan seakan-akan sudah
terlaksana dengan nyata namun penerapan terhadap tindakan bertentangan dengan
Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui
Media Sosial tidak nampak sama sekali, bahkan banyak dari umat Islam di Indonesia
dan khususnya di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang tidak
mengetahui adanya fatwa tersebut. Padahal fatwa pada dasarmya adalah pendapat
atau penafsiran ulama yang berkaitan dengan hukum Islam dalam bermuamalah yang
dianggap tetap sesuai dengan ajaran agama Islam dan mengikuti perkembangan
zaman. Sampai saat ini belum pernah terdengar seseorang terjerat akibat perbuatan
yang melanggar fatwa. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk mengkaji lebih
dalam dan melakukan penelitian dengan judul “Kedudukan Undang-Undang ITE No.
11 Tahun  2008 Pasal 28 dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 serta Implementasinya
Terhadap Pengguna Media Sosial di UIN Alauddin Makassar”.
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Penelitian ini berfokus pada permasalahan tentang Kedudukan Undang-
Undang ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 serta
Implementasinya Terhadap Pengguna Media Sosial di UIN Alauddin Makassar,
adapun ruang lingkup penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:
Tabel 1.
NO. Fokus Penelitian Deskripsi Fokus
1. Undang- Undang ITE - Undang-undang yang mengatur informasi serta
transaksi elektronik, atau teknologi informasi
secara umum, dalam hal ini Undang-undang
8Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
- Perbuatan yang dilarang dalam Undang-
Undang ITE pasal 28 dan sanksinya pasal 45.
2. Fatwa MUI - Keputusan atau pendapat yang diberikan oleh
MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang suatu
masalah kehidupan Umat Islam.
- Fatwa MUI yang dimaksud adalah Fatwa MUI
No. 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan
Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial.
.
3. Media Sosial - Media elektronik, yang digunakan untuk
berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi
dalam bentuk blog, jejaring sosial, forum, dunia
firtual dan bentuk lain
- Dalam hal ini seluruh media sosial yang
digunakan oleh pengguna media digital sebagai
sarana penerimaan dan penyebaran informasi.
Setelah mengenal pengertian dari setiap kata-perkata yang digunakan dalam
judul, maka fokus penelitian di dalam tesis ini adalah: “Kedudukan Undang-Undang
ITE No. 11 Tahun  2008 Pasal 28 dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 serta
9Implementasinya Terhadap Pengguna Media Sosial di UIN Alauddin Makassar”.
Senada dengan judul di atas peneliti di sini berupaya mengungkapkan sejauh mana
serta seberapa besar pengaruh Undang-undang No. 11 Tahun  2008 Pasal 28 dan
Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 terhadap pemahaman dan tingkah laku hukum para
pengguna media sosial di UIN Alauddin Makassaer. Sebagaimana yang dikatakan
oleh Sugiono bahwa; penelitian adalah berusaha untuk memenuhi kaidah-kaidah
ilmiah yaitu konkrit atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis.8
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan pokok masalah
yang akan dikaji dan diteliti dalam penulisan Tesis adalah bagaimana kedudukan
Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 dan Fatwa MUI No. 24 Tahun
2017 serta implementasinya terhadap pengguna media sosial di UIN Alauddin
Makassar. Agar permasalahan yang dibahas lebih fokus, maka dirumuskanlah sub
masalah sebagai berikut, yaitu:
1. Bagaimana kedudukan Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 dan
Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 28
dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 terhadap pengguna media sosial di UIN
Alauddin Makassar?
D. Kajian Pustaka/Penelitian Terdahulu
Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap literatur-literatur yang
berkaitan dengan obyek kajian penelitian ini, diperoleh beberapa hasil penelitian
8Sugiyono, Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D (Cet. XVI;
Bandung: Alfabeta, 2008 ), h. 7.
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terdahulu berupa buku, jurnal, dan tesis yang relevan dengan penelitian ini
diantaranya:
1. Buku Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia oleh Muhammad
Shuhufi menyatakan Dalam sistem hukum Islam, fatwa mempunyai peranan
yang cukup dominan dalam memberikan pertimbangan hukum dan keagamaan
bagi masyarakat, sekalipun fatwa dianggap tidak memiliki kekuatan hukum
yang mengikat (gairu mulzimah). Dalam konteks masyarakat Indonesia, status
fatwa lembaga keagamaan mempunyai pengaruh yang tidak sedikit, walaupun
fatwa tidak mengikat secara hukum, tetapi dalam prakteknya sering dijadikan
rujukan dalam berprilaku oleh masyarakat dan pemerintah dalam berbagai
aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.9 Menyimak penelitian yang
dilakukan oleh Muhammad Shuhufi mengenai Fatwa dan Dinamika Hukum
Islam di Indonesia terdapat kesamaan dalam rana fatwa dan dinamika
hukumnya di Indonesia karena dalam penelitian nantinya berupaya
mengungkapkan kedudukan fatwa dan implementasinya di masyarakat kampus
UIN Alauddin Makassar. Namun terdapat perbedaan mendasar yang akan
peneliti teliti nantinya, sesuai dengan judul tesis yakni akan terfokus pada
penekanan kedudukan fatwa dan implementasinya terkhusus fatwa MUI nomor
14 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial
sehingga jelas tampak perbedaan yang akan peneliti laksanakan dengan
penelitan ini.
2. Jurnal Ilmu hukum Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam
Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam
9Muhammad Shuhufi, Fatwa dan Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Makassar: Alauddin
University Press, 2011). h. 117-118.
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Hubungan Dengan Pasal 28 UUD 1945 oleh Peiroll Gerard Notanubun yang
menyatakan bahwa Undang-undang ITE lahir diharapkan dapat menjadi alat
untuk melindungi hak-hak masyarakat dan seharusnya menjadi alat untuk
melindungi kebebasan berbicara dan berpendapat tersebut bukan malah sebagai
alat untuk memberangus atau bahkan menjadi penghalang masyarakat untuk
berpendapat dan berbicara. Akan tetapi pada sisi lain UU ITE juga merupakan
tonggak sejarah berkembangnya cyberlaw di Indonesia. Fungsinya amat
penting, yaitu untuk melindungi kepentingan masyarakat yang berkaitan
dengan distribusi informasi dan transaksi elektronik. Pendapat pro dan kontra
atas UU ITE ini haruslah difahami sebagai bentuk refleksi demokrasi sejalan
dengan perkembangan kematangan UU ITE ini sendiri. Oleh sebab itu,
antisipasi penyempurnaan perlu dilakukan termasuk penyegeraan terbitnya
peraturan-peraturan di bawahnya (i.e. PP, Permen, dsb), terutama untuk
mencegah pemanfaatan pasal “karet‟ oleh pihak-pihak yang tidak
bertanggung-jawab dan tidak produktif.10 Menyimak hasil penelitian tersebut,
sangat Nampak perbedaan penelitian yang telah dilakukan dan yang akan
diteliti nantinya namun begitu kedua penelitian ini menggunakan UU ITE
sebagai dsar hukum dalam penelitian.
3. Jurnal Kedudukan fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif
(Analisis Yuridis Normatif) oleh M. Erfan Riadi, menyatakan bahwa Fatwa
memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga fatwa
menurut pandangan para ulama adalah bersifat opsional ”ikhtiyariah” (pilihan
10Peiroll Gerard Notanubun, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berbicara Dalam
Ketentuan Pasal 27 Ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Dalam Hubungan Dengan Pasal
28 Uud 1945”, Jurnal Ilmu Hukum, Mimbar Keadilan, Edisi: Mei-November 2014, h. 118-119.
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yang tidak mengikat secara legal, meskipun mengikat secara moral bagi
mustafti (pihak yang meminta fatwa), sedang bagi selain mustafti bersifat
”i’lâniyah” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana. Mereka terbuka
untuk mengambil fatwa yang sama atau meminta fatwa kepada mufti/seorang
ahli yang lain. Sedangkan kedudukannya dalam sistem hukum positif
Indonesia adalah berdasarkan sumber hukum dalam dalam sumber hukum
nasioanl, yang terdiri dari undang-undang, kebiasaan, keputusan pengadilan
(yurisprudensi), traktat (perjanjian antar negara), doktrin (pendapat pakar/ para
ahli hukum), dan berdasarkan pasal 7 undang-indang nomor 10 tahun 2004
tentang peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bahwa tata urutan
peraturan perundang-undangan adalah undang-undang dasar 1945, undang-
undang/ peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan
pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah yang meliputi; peraturan
provinsi, peraturan kabupaten/kota, peraturan desa. Berdasarkan hal di atas,
maka fatwa tidak memiliki kedudukan sedikitpun dalam sumber-sumber
hukum positif di Indonesia mauun dalam undang-uandang nomor 10 tahun
2004 tentang peraturan perundang-undangan. Fatwa hanyalah pendapat,
nasehat ulama yang tidak mengikat, dan untuk dapat berlaku mengikat maka
fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu yang kemudian menjadi sebuah
undang-undang. Menyimak ungkapan tersebut, dapat dibedakan dalam
penelitian yang akan diteliti nantinya seperti yang dikatakan oleh M. Erfan
Riadi, bahwa fatwa harus melewati legislasi terlebih dahulu kemudian barulah
penjadi sebuah peraturan yang mengikat seperti undang-undang yang berlaku
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dalam hukum positif di Indonesia.11 Sehingga tampak perbedaan yang penah
diteliti oleh M. Erfan Riadi, terkait kedudukan fatwa yang pernah ditelitinya.
4. Tesis Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penghinaan/
Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime
(Kajian Terhadap Perumusan Dan Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE dari
Perspektif Kebebasan Berekspresi) oleh Roni Saputra yang menyatakan bahwa
Hak untuk berekspresi dan menyatakan pendapat termasuk dengan
menggunakan sarana internet merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan
dilindungi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 Deklarasi Hak Asasi
Manusia dan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta UUD
RI 1945. Namun dalam pelaksanaannya dapat dilakukan pembatasan, dengan
syarat yang ketat. Pembatasan tersebut dapat dilakukan terkait dengan
pornografi anak, penyebaran kebencian, hasutan publik untuk melakukan
genosida, dan advokasi nasional, ras atau agama yang bisa memicu hasutan
diskriminasi, kekerasan atau permusuhan (hate speech). Terkait dengan
pengaturan tindak pidana penghinaan/pencemaran nama baik di internet (Pasal
27 ayat (3) UU ITE) dikaitkan dengan pembatasan kebebasan berekspresi tidak
dapat ditemukan adanya alasan pembatasan yang sah, karena ketentuan dalam
Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki rumusan yang tidak jelas dan multitafsir,
pasal tersebut juga tidak jelas unsur mana yang menjadi bestanddeel delict-
nya, dan tidak jelas reputasi siapa yang dilindungi, apakah individu, korporasi,
pemerintah atau negara. Ketidakjelasan pembatasan yang terdapat dalam Pasal
27 ayat (3) UU ITE mempertegas bahwa ketentuan ini dapat dikategorikan
11M. Erfan Riadi, “Kedudukan fatwa ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis
Yuridis Normatif)”. Jurnal, Ulumuddin, Volume VI, Januari-Juni 2010, h. 475-476.
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sebagai bentuk pembatasan yang tidak sah atas kebebasan berekspresi.12
Menyimak ungkapan tersebut, tampak perbedaan yang penah diteliti oleh Roni
Syaputra terkait peneraparan UU ITE dengan perspektif kebebasan berekspresi
yang pernah ditelitinya.
5. Artikel penelitian Sikap dan Pandangan Masyarakat Terhadap Fatwa-Fatwa
Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Kasus Pada Civitas Akademika
Politeknik Negeri Jakarta) oleh Riza Hadikusuma dan Yoyok Sabar Waluyo
yang menyatakan bahwa Masyarakat memandang bahwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) adalah lembaga yang kredibel, mewakili seluruh komponen
umat Islam Indonesia dan menjujung tinggi netralitas di dalam menetapkan
fatwa-fatwanya, sehingga fatwa-fatwa yang dikeluarkannya dapat
dipertanggunjawabkan berdasarkan kaidah-kaidah penetapan hukum dalam
Islam serta relevan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman
serta teknologi. Namun, masyarakat melihat bahwa sosialisasi fatwa MUI
kepada masyarakat masih kurang, sehingga sebagian besar masyarakat belum
mengetahui keberadaan fatwa yang berakibat kurangnya masyarakat dalam
mengikuti fatwa-fatwa MUI. Masyarakat menyikapi fatwa-fatwa MUI sesuai
dengan kedudukan fatwa sebagai hukum yang tidak mempunyai kekuatan
mengikat umat Islam. Sehingga, tidak ada kewajiban bagi umat Islam untuk
selalu mengikuti fatwa MUI. Sebaliknya, masyarakat mempunyai hak untuk
mengikuti atau tidak mengikuti fatwa MUI.13 Sekalipun keduanya mengkaji
12Roni Saputra, “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Penghinaan/ Pencemaran
Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime (Kajian Terhadap Perumusan Dan
Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dari Perspektif Kebebasan Berekspresi)”, Program Pascasarjana
Fakultas Hukum UNAND, 2016.
13Riza Hadi Kusuma dan Yoyok Sabar Waluyo, “Sikap dan Pandangan Masyarakat Terhadap
Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Studi Kasus Pada Civitas Akademika Politeknik Negeri
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lebih dalam mengenai kedudukann fatwa namun pada subtansi kedudukan
fatwa yang akan peneliti lakukan tampak sangat berbeda dengan penelitian
yang telah dilakukan tersebut.
Selain dari buku, jurnal, dan tesis juga dipersiapkan beberapa rujukan yang
lain, seperti al-Quran, hadis, undang-undang dasar 1945, undang-undang nomor 11
tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, fatwa majelis ulama Indonesia
(MUI) nomor 24 tahun 2017 tentang pedoman dan hukum bermuamalah dalam media
sosial dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan ini. Sehingga penulis dapat
dan mampu memaparkan tesis yang berjudul “Kedudukan Undang-Undang ITE No.
11 Tahun 2008 Pasal 28 dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 serta Implementasinya
Terhadap Pengguna Media Sosial di UIN Alauddin Makassar”
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Secara umum tesis merupakan salah satu persyaratan guna penyelesaian studi
pada perguruan tinggi. Oleh karena itu penulis mempunyai satu kewajiban secara
formal terkait pada aturan-aturan perguruan tinggi tersebut. Namun secara khusus
penelitian ini bertujuan:
a. Untuk mengetahui kedudukan Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2011
Pasal 28 dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017.
b. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2011
Pasal 28 dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 terhadap pengguna media
sosial di UIN Alauddin Makassar.
2. Kegunaan Penelitian
Jakarta)”, Artikel Penelitian (Jakarta: Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Jakarta Kampus
Baru UI, 2014), h. 78.
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Adapun kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut :
a) Kegunaan Teoritik
Sebagai Referensi dalam mengembangkan teori atau konsep dan ilmu
pengetahuan tentang Kedudukan Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 28
dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 serta Implementasinya Terhadap Pengguna
Media Sosial di UIN Alauddin Makassar.
b) Kegunaan Praktis
Dapat dijadikan bahan pertimbangan yang jelas dalam memanfaatkan
informasi dan melakukan transaksi elektronik yang sesuai dengan aturan hukum yang
berlaku untuk mencegah penyalahgunaan teknologi informasi juga mengetahui
hukum serta pedoman bermuamalah melalui media sosial khususnya di UIN
Alauddin Makassar. Secara umum dapat menjadi dasar hukum dan pedoman dalam
melakukan transaksi elektronik termasuk media sosioal di seluruh masyarakat
Indonesia.
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BAB II
TINJAUAN TEORETIS
A. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
1. Undang-Undang
a) Konsep Dasar Undang-Undang
Pada dasarnya, secara singkat istilah yang lumrah diketahui adalah Undang-
Undang. Dari istilah Undang-Undang kemudian mendapatkan imbuhan awalan “per”
dan akhiran “an”, sehingga membuat istilah baru yang memiliki subyek dan obyek
yang sama dengan Undang-Undang, yakni perUndang-Undangan.
Undang-Undang (bahasa Inggris: Legislation dari bahas Latin lex, legis yang
berarti hukum) berarti sumber hukum, semua dokumen yang dikeluarkan oleh
otoritas yang lebih tinggi, yang dibuat dengan mengikuti prosedur tertulis. Konsep
hukum yang didefinisikan oleh sebuah laporan dari kontrak dan Perjanjian (yang
hasil dari negosiasi antara sama (dalam hal hukum)), kedua dalam hubungan dengan
sumber-sumber hukum lainnya: tradisi (dan kebiasaan), kasus hukum, Undang-
Undang dasar (Konstitusi, "Piagam Besar", dsb.), dan peraturan-peraturan dan
tindakan tertulis lainnya dari eksekutif, sementara Undang-Undang adalah karya
legislatif, sering diwujudkan dalam parlemen yang mewakili rakyat.1
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Undang-Undang adalah ketentuan dan
peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan
sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif,
dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah,
1“Undang-Undang”, Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas,
https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-Undang_(Indonesia) (22 November 2017).
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raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat juga diartikan sebagai aturan yang
dibuat oleh orang atau badan yang berkuasa dan diartikan sebagai hukum (dalam arti
patokan yang bersifat alamiah atau sesuai dengan sifat-sifat alam).2
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan, Pasal 1 ayat 3 menyatakan
bahwa Undang-Undang adalah Peraturan PerUndang-Undangan yang dibentuk oleh
Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.3
Undang-Undang dalam arti materil adalah keputusan atau ketetapan penguasa,
yang dilihat dari isinya disebut Undang-Undang dan mengikat setiap orang secara
umum. Sedangkan Undang-Undang dalam arti formil ialah keputusan yang dilihat
dari bentuk dan cara terjadinya disebut Undang-Undang. Jadi undang-uandang dalam
arti formil tidak lain merupakan ketetapan yang memperoleh sebutan “Undang-
Undang” karena pembentukannya.4
Undang-Undang merupakan produk hukum sebagai ketentuan peraturan hidup
suatu masyarakat yang bersifat mengikat, mencegah, mengendalikan, menyelesaikan
dan memaksa.5 Undang-Undang itu terdiri dari dua bagian, yaitu konsedrans atau
pertimbangan yang berisi pertimbangan-pertimbangan mengapa Undang-Undang itu
dibuat. Pertimbangan ini pada umumnya diawali dengan kata-kata “menimbang”,
”membaca”. “mengikat”. Di samping itu Undang-Undang berisi diktum atau amar. Di
dalam  amar itulah terdapat isi atau pasal-pasal Undang-Undang.
2Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi IV
(Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 543.
3Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan, Bab I, pasal 1.
4Sudikno Martokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar (Cet. II; Yogyakarta: Liberty
Yogyakarta, 1999), h. 79.
5Pipin Syarifin dan Dedeh Jubaedah, Ilmu PerUndang-Undangan (Cet. I; Bandung: CV.
Pustaka Setia, 2012), h. 17.
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Secara singkat dapat dipahami bahwa Undang-Undang yang berlaku di
Indonesia adalah produk hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif dan Dewan
Perwakilan Rakyat bekerjasama dengan lembaga eksekutif atau Presiden yang
dibantu oleh menteri yang terkait sesuai dengan tujuan Undang-Undang itu dibuat.
Undang undang dibuat selain untuk mengatur, mengendalikan dan mencegah sesuatu
terhadap terjadinya pelanggaran hukum, Undang-Undang juga bersifat mengikat dan
memaksa sehingga tidak ada warga Indonesia yang tidak taat pada Undang-Undang.
Dalam membicarakan Undang-Undang terdapat tiga hal yang harus
diperhatikan, yakni sebagai berikut :
1) Syarat-syarat berlakunya suatu Undang-Undang
Syarat mutlak untuk berlakunya suatu Undang-Undang ialah diuandangkan
dalam Lembaga Negara (LN) oleh Menteri Sekretaris Negara (dahulu: Menteri
Kehakiman).
2) Berakhirnya kekuatan berlaku suatu Undang-Undang
Suatu Undang-Undang tidak berlaku lagi apabila:
a. Jangka waktu berlaku telah ditentukan oleh Undang-Undang itu sudah
lampau.
b. Keadaan atau hal untuk mana Undang-Undang itu diadakan sudah
tidak ada lagi.
c. Undang-Undang itu dengan tegas dicabut oleh instansi yang lebih
tinggi.
d. Telah diadakan uandang-undang yang baru yang isinya bertentangn
dengan Undang-Undang yang dulu berlaku.
3) Pengertian Lembaran Negara dan berita Negara
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a. Lembaran Negara ialah suatu lembaran (kertas) tempat
mengundangkan (mengumumkan) semua peraturan-peraturan Negara
dan pemerintah yang berlaku.
b. Berita Negara ialah suatu penerbitan resmi sekrtariat Negara yang
memuat hal-hal yang berhubungan dengan peraturan-peraturan Negara
dan pemerintah dan memuat surat-surat yang dianggap perlu.6
b) Dasar Hukum PerUndang-Undangan di Indonesia
Dasar Hukum Perndang-Undangan di Indonesia secara jelas diatur dalam
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 2 yang berbunyi : Pancasila merupakan
sumber segala sumber hukum Negara dan dilanjutkan dengan Pasal 3 ayat (1) yang
berbunyi: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan
hukum dasar dalam Peraturan PerUndang-Undangan.7
Jadi secara tegas telah diatur dalam Undang-Undang tersebut bahwa dasar
hukum peraturan perUndang-Undangan yang ada di Indonesia adalah Pancasila dan
Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Termasuk dalam
pembuatan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini berdasar kepada
nilai-nilai pancasila dalam menjaga, memelihara, dan memperkukuh persatuan dan
kesatuan nasional berdasarkan Peraturan PerUndang-Undangan demi kepentingan
nasional. Teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar
ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa juga berperan
penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk
6C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: PN Balai
Pustaka, 1976), h. 47.
7Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan PerUndang-Undangan, Bab I, pasal 2 dan 3.
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mewujudkan kesejahteraan masyarakat, senada dengan tujuan negara yang terdapat
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
c) Proses Pembuatan Undang-Undang
Pada dasarnya proses pembuatan Undang-Undang diatur dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan
PerUndang-Undangan, namun secara singkat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
memaparkan pembuatan Undang-Undang sebagai berikut 8:
1. DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.
2. Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD.
3. Rancangan Undang-Undang dari DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat diajukan oleh Anggota, komisi, atau gabungan komisi.
4. Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Presiden.
5. Rancangan Undang-Undang dari DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diajukan oleh DPD, dalam hal berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
6. Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan
dan disertai dengan naskah akademis, kecuali rancangan Undang-Undang
mengenai: APBN, penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-
8Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Pembuatan Undang-Undang, SituS resmi
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, http://www.dpr.go.id/tentang/pembuatan-uu (25
November 2017).
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Undang menjadi Undang-Undang, atau pencabutan Undang-Undang atau
pencabutan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang.
7. Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat
(2) disusun berdasarkan Prolegnas.
8. Dalam keadaan tertentu, hanya DPR dan Presiden yang dapat mengajukan
rancangan Undang-Undang di luar Prolegnas.
9. Rancangan Undang-Undang yang sudah disetujui bersama antara DPR dan
Presiden paling lambat 7 (tujuh) Hari disampaikan oleh pimpinan DPR
kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
10. Dalam hal rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari
sejak rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, rancangan
Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib
diundangkan.
2. Informasi dan Transaksi Elektronik
Kata informasi berasal dari kata Perancis kuno informacion (tahun 1387) yang
diambil dari bahasa latin informationem yang berarti “garis besar, konsep, ide”.
Informasi merupakan kata benda dari informare yang berarti aktivitas dalam
“pengetahuan yang dikomunikasikan”. Informasi merupakan fungsi penting untuk
membantu mengurangi rasa cemas seseorang. Menurut Notoatmodjo (2008) bahwa
semakin banyak informasi dapat memengaruhi atau menambah pengetahuan
seseorang dan dengan pengetahuan menimbulkan kesadaran yang akhirnya seseorang
akan berperilaku sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.9
9“Informasi”, Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas,
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi#cite_note-1 (22 November 2017).
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Dalam kamus besar bahasa Indonesia Informasi diartikan sebagai
penerangan, pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu.10 Transaksi diartikan
sebagai persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.11 Adapun
elektronik diartikan sebagai alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika; hal atau
benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar
elektronika.12
Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk
tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data
interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau
sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.13
Adapun transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan
menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/ atau media elektronik lainnya.14
Berdasarkan pengertian dari masing-masing kata, secara singkat dapat
dipahami bahwa informasi dan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum terhadap
sekumpulan data elektonik yang dilakukan dengan menggunakan media elektonik.
Media elektronik yang dimaksud adalah media menggunakan komputer, jaringan
komputer, atau media elektronik lain yang menggunakan jaringan internet sehingga
kegiatan transaksi elektronik tersebut dapat terlaksana.
10Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 233.
11Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 498.
12Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 165.
13Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Traksasi Elektronik, bab I, pasal 1 ayat (1).
14Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Traksasi Elektronik, bab I, pasal 1 ayat (2).
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3. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Adanya pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi telah
mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan
hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial,
ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi
informasi saat ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi
bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus
menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.15
Saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber
atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan
untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi. Demikian pula, hukum telematika yang merupakan perwujudan dari
konvergensi hukum telekomunikasi, hukum media, dan hukum informatika. Istilah
lain yang juga digunakan adalah hukum teknologi informasi (law of information
technology), hukum dunia maya (virtual world law), dan hukum mayantara.
Istilah-istilah tersebut lahir mengingat kegiatan yang dilakukan melalui
jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi baik dalam lingkup lokal maupun
global (Internet) dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis sistem komputer
yang merupakan sistem elektronik yang dapat dilihat secara virtual. Permasalahan
hukum yang seringkali dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi,
komunikasi, dan/atau transaksi secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian
15Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Traksasi Elektronik, h. 1
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dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem
elektronik.
Yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah sistem komputer dalam arti
luas, yang tidak hanya mencakup perangkat keras dan perangkat lunak komputer,
tetapi juga mencakup jaringan telekomunikasi dan/atau sistem komunikasi elektronik.
Perangkat lunak atau program komputer adalah sekumpulan instruksi yang
diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila
digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu
membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi khusus atau untuk mencapai
hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut.16
Sistem elektronik juga digunakan untuk menjelaskan keberadaan sistem
informasi yang merupakan penerapan teknologi informasi yang berbasis jaringan
telekomunikasi dan media elektronik, yang berfungsi merancang, memproses,
menganalisis, menampilkan, dan mengirimkan atau menyebarkan informasi
elektronik. Sistem informasi secara teknis dan manajemen sebenarnya adalah
perwujudan penerapan produk teknologi informasi ke dalam suatu bentuk organisasi
dan manajemen sesuai dengan karakteristik kebutuhan pada organisasi tersebut dan
sesuai dengan tujuan peruntukannya. Pada sisi yang lain, sistem informasi secara
teknis dan fungsional adalah keterpaduan sistem antara manusia dan mesin yang
mencakup komponen perangkat keras, perangkat lunak, prosedur, sumber daya
manusia, dan substansi informasi yang dalam pemanfaatannya mencakup fungsi
input, process, output, storage, dan communication.17
16Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Traksasi Elektronik, h. 2.
17Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Traksasi Elektronik, h. 2.
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Sehubungan dengan itu, dunia hukum sebenarnya sudah sejak lama
memperluas penafsiran asas dan normanya ketika menghadapi persoalan kebendaan
yang tidak berwujud, misalnya dalam kasus pencurian listrik sebagai perbuatan
pidana. Dalam kenyataan kegiatan siber tidak lagi sederhana karena kegiatannya tidak
lagi dibatasi oleh teritori suatu negara, yang mudah diakses kapan pun dan dari mana
pun. Kerugian dapat terjadi baik pada pelaku transaksi maupun pada orang lain yang
tidak pernah melakukan transaksi, misalnya pencurian dana kartu kredit melalui
pembelanjaan di Internet. Di samping itu, pembuktian merupakan faktor yang sangat
penting, mengingat informasi elektronik bukan saja belum terakomodasi dalam
sistem hukum acara Indonesia secara komprehensif, melainkan juga ternyata sangat
rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan, dan dikirim ke berbagai penjuru dunia
dalam waktu hitungan detik. Dengan demikian, dampak yang diakibatkannya pun
bisa demikian kompleks dan rumit.
Permasalahan yang lebih luas terjadi pada bidang keperdataan karena
transaksi elektronik untuk kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (electronic
commerce) telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional.
Kenyataan ini menunjukkan bahwa konvergensi di bidang teknologi informasi,
media, dan informatika (telematika) berkembang terus tanpa dapat dibendung, seiring
dengan ditemukannya perkembangan baru di bidang teknologi informasi, media, dan
komunikasi.18
Kegiatan melalui media sistem elektronik, yang disebut juga ruang siber (cyber
space), meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan
hukum yang nyata. Secara yuridis kegiatan pada ruang siber tidak dapat didekati
18Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Traksasi Elektronik, h. 2
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dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional saja sebab jika cara ini yang
ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum.
Kegiatan dalam ruang siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata
meskipun alat buktinya bersifat elektronik.19
Dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai Orang
yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce
antara lain dikenal adanya dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan
dengan dokumen yang dibuat di atas kertas.
Berkaitan dengan hal itu, perlu diperhatikan sisi keamanan dan kepastian
hukum dalam pemanfaatan teknologi informasi, media, dan komunikasi agar dapat
berkembang secara optimal. Oleh karena itu, terdapat tiga pendekatan untuk menjaga
keamanan di cyber space, yaitu pendekatan aspek hukum, aspek teknologi, aspek
sosial, budaya, dan etika. Untuk mengatasi gangguan keamanan dalam
penyelenggaraan sistem secara elektronik, pendekatan hukum bersifat mutlak karena
tanpa kepastian hukum, persoalan pemanfaatan teknologi informasi menjadi tidak
optimal.20 Kemudian ditetapkanlah peraturan perUndang-Undangan yang kemudian
disahkan dan berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
4. Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28
Adapun perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang ITE terdapat
beberapa pasal, namun pada penelitian ini difokuskan pada pasal 28 yang berbunyi:
19Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Traksasi Elektronik, h. 2.
20Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Traksasi Elektronik, h. 3.
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a) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam
Transaksi Elektronik.
b) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,
dan antargolongan (SARA).21
Perbuatan yang melanggar pasal 28 tersebut akan mendapatkan hukuman
sesuai ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 45 yang berbunyi: Setiap Orang yang
memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).22
B. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang
Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial
1. Fatwa
Secara etimologi, kata fatwa berasal dari bahasa Arab al-fatwa. Fatwa secara
etimologi berarti jawaban terhadap sesuatu yang musykil dalam masalah syariat dan
perUndang-Undangan Islam atau penjelasan tentang sesuatu masalah hukum.23
Pendapat ini hampir sama dengan pendapat ibrahim al-Fayumi yang
mengartikulasikan fatwa itu sebagai pemuda yang kuat sehingga orang yang
21Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Traksasi Elektronik, bab VII.
22Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Traksasi Elektronik, bab IX.
23Abu al-Fadl Muhammad bin Mansur, Lisan al-‘Arab (Cet II; Beirut: Dar al-Shadir, 1999), h.
134 dalam Abdul Wahid Haddade, Kode Etik Berfatwa (Merumuskan Format Ideal Fatwa
Keagamaan), (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 11.
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mengeluarkan fatwa dikatakan sebagai mufti, karena orang tersebut diyakini
mempunyai kekuatan dalam memberikan penjelasan dan jawaban terhadap
permasalahan yang dihadapinya sebagaimana kekuatan yang dimiliki oleh seorang
pemudah.24
Dalam ilmu Uṣul Fiqh, fatwa berarti pendapat yang dikemukakan seorang
mujtahid atau faqih sebagai jawaban yang diajukan peminta fatwa dalam suatu kasus
yang sifatnya tidak mengikat.25 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Fatwa adalah
jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh mufti tentang suatu masalah juga
diterjemahkan sebagai petuah, nasehat, jawaban atas pertanyaan yang berkaitan
dengan hukum.26
Sedangkan secara terminologi, sebagaimana dikemukakan oleh Zamakhysri
fatwa adalah penjelasan hukum syara’ tentang suatu masalah atas pertanyaan
seseorang atau kelompok.27 Menurut Yusuf Qarḍawi, fatwa adalah menerangkan
hukum syara’ dalam persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh
peminta fatwa (mustafti) baik secara perorangan maupun kolektif.28 Senada dengan
itu, Caeiro menyatakan bahwa fatwa merupakan titik temu antara teori hukum dengan
praktek sosial.29
24Ibrahim Anis,(at.al), Al-Mu’jam al-Wasieth, Juz II (Cet. II; Cairo: Dar al-Maarif, 1973), h.
673., dalam Abdul Wahid Haddade, Kode Etik Berfatwa (Merumuskan Format Ideal Fatwa
Keagamaan), (Cet I; Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 11.
25Abdul Aziz Dahlan, et.al., Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve,
1996), h. 326.
26Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 143.
27Abdul Wahid Haddade, Kode Etik Berfatwa (Merumuskan Format Ideal Fatwa
Keagamaan), h. 11.
28Yusuf Qarḍawi, Fiqh Prioritas, (t.tp: Mansyurat Kuliah Da’wah Islamiyah, 1990), h. 203.
29Alexandre Caeiro, The Shifting Moral Universes of the Islamic Tradition of Ifta’: A
Diachronic Study of Four Adab al-Fatwa Manuals, (Leiden: The Muslim Word, Vol 96, Oktober
2006), h. 661
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Jika ditelusuri secara mendalam, kata fatwa juga disebutkan di dalam Alquran
misalnya firman Allah swt. dalam  QS aṣ-Ṣhāffāt/37:11
öNÍkÉJøÿtFó$$sùôMèdr&x©r&
$¸)ù=yzPr&ô`¨B!$uZø)n=yz4
$¯RÎ)Nßg»oYø)n=s{`ÏiB&ûüÏÛ¥>Îw
ÇÊÊÈ
Terjemahnya:
Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik mekah): “apakah mereka yang lebih
kukuh kejadiannya ataukah apa yang telah kami ciptakan itu?30
Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah fatwa adalah pernyataan yang disampaikan
oleh seorang mufti tentang persoalan agama yang belum diketahui status hukumnya.
Tugas seorang mufti pada dasarnya sama dengan seorang mujtahid, yaitu
mencurahkan seluruh  potensi pikirannya untuk membahas masalah keagamaan.31
Selanjutnya. Rohadi Abdul Fattah berpendapat bahwa fatwa secara trimologi adalah
suatu penjelasan hukum-hukum syar’iyyah dalam menjawab suatu perkara yang
diajukan oleh seorang yang bertanya,baik penjelasan itu jelas (terang) atau tidak jelas
(ragu-ragu) dan penjelasan itu mengarah pada dua kepentingan yakni kepentingan
pribadi ataupun kepentingan masyarakat banyak.32
30Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Samad,
2014), h. 446.
31Ibn Qayyim al-Jauziyah, I’lām al-Muwaqqi’īn ‘an Rab al-‘Ālamīn, Juz III., dalam Abdul
Wahid Haddade, Kode Etik Berfatwa (Merumuskan Format Ideal Fatwa Keagamaan), (Cet I;
Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 12.
32Rohadi Abdul Fattah, Analisa Fatwa Keagamaan Dalam Fiqh Islam (Cet. I; Jakarta: Bumi
Aksara, 1991), h. 7.
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Menurut Abdul Rauf Amin fatwa adalah memberikan penjelasan mengenai
hukum-hukum Allah menyangkut peristiwa-peristiwa kehidupan yang terjadi dengan
berlandaskan kepada dalil-dalil yang reliable dalam Islam dan penjelasan iu diberikan
kepada orang yang meminta penjelasan mengenai hukum sebuah peristiwa tanpa
mengharuskan pihak yang bertanya untuk melaksanakan fatwa itu dalam artian
bahwa pihak yang menerima fatwa bebas untuk melaksanakan fatwa itu atau
meninggalkannya.33
Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum Islam
tersebut setidaknya ada dua hal penting yang perlu dicatat yaitu:
1) Fatwa bersifat responsive. Ia merupakan jawaban hukum (legal opinion)
yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa
(based on demand).
2) Dari segi kekuatan hukum, fatwa sebagai jawaban hukum tidaklah bersifat
meningkat. Ketentuan “tidak mengikat” desebutkan sebagai upaya untuk
membedakan antara fatwa dengan qadha (keputusan pengadilan) atau
kekuasaan. Dengan kata lain, orang yang meminta fatwa, baik perorangan,
lembaga , maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang
diberikan kepadanya.34
Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa fatwa adalah
penjelasan dan nasehat para ahli hukum Islam yang dituangkan baik dalam bentuk
lisan maupun tulisan dengan tujuan agar umat Islam mengetahui secara persis duduk
persoalan hukum sesuatu dan hasil dari keputusan tersebut tidak mrngikat peminta
33Abdul Rauf Amin, Mendiskusikan pendekatan marginal dalam Kajian Hukum Islam (Cet. I;
Yogyakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h. 102.
34Abdul Wahid Haddade, Kode Etik Berfatwa…, h. 15.
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dan hasil dari keputusan tersebut tidak mengikat peminta fatwa (mustafti). Atau
dengan istilah lain bahwa fatwa adalah proses pembumian ajaran agama atas realitas
yang sedang berlansung yang kemudian menuntut dua bentuk kepakaran dan keahlian
yaitu keahlian memahami ajaran dan keahlian memahami realita.
Dalam hal ini, seorang mufti tidak jauh beda  dengan seorang dokter. Validitas
hasil diagnosa seorang dokter sangat ditentukan oleh penguasaannya pada teori-teori
kedokteran dalam bidang yang ia geluti dan pada ketelitian mendiangnosa penyakit
yang diderita oleh seorang pasien. Atau sama dengan seorang arsitek yang tidak
hanya dituntut untuk mengetahui kondisi bangunan, termasuk di dalamnya kondisi
tanah, kondisi cuaca dan sebagainnya.sama halnya dengan seorang dokter dan arsitek,
seorang mufti tidak hanya dituntut untuk menangkap ajaran-ajaran agama yang
bersumber dari al-Quran dan sunnah, tetapi juga harus mengetahui secara mendalam
realita sebagai obyek penerapan hukum yang telah dipahami. Konsekwensinya,
semakin komplek realita atau obyek penerapan hukum semakin menuntut kehati-
hatian dan ketelitian seorang mufti. Di sinilah titik rawan institusi fatwa dan di sini
pulalah harus ada upaya untuk menghindari apa yang disebut dengan penerapan
secara serampangan  (al-tatbiq al-tilqa iy).35
Dengan demikian, fatwa bukanlah keputusan hukum yang dibuat gampang
dan seenak perut orang, yang sering disebut dengan membuat hukum tanpa dasar (al-
tahakkum). Fatwa senantiasa terkait denga saipa yang berwenang memberi  fatwa
(ijazah al-ifta), kode etik fatwa (adab al-ifta) dan metode yang digunakan dalam
memproduk fatwa (al-istinbat).
2. Majelis Ulama Indonesia
35Abdul Wahid Haddade, Kode Etik Berfatwa…, h. 15.
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a) Pengertian MUI
Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 151
Tahun 2014 Tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia Pasal 1
ayat 1 adalah wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim
dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami serta
meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional.36 MUI
merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan
pengembangan kehidupan yang Islami.37
b) Fungsi dan Peran Majelis Ulama Indonesia
Majelis Ulama Indonesia adalah wadah atau majelis yang menghimpun para
ulama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah-
langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama.
MUI sebagai wadah musyawarah para ulama dan cendekiawan muslim
berusaha untuk 38:
1) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada umat Islam dalam
mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi Allah
Subhanahu wa Ta’ala;
2) Memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan
kemasyarakatan kepada pemerintah dan masyarakat, meningkatkan
36Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan
Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, Pasal 1 angka 1.
37Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 Tentang Bantuan
Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia, Pasal 2.
38Hukum Online Indonesia, Kedudukan Fatwa MUI dalam ukum Indonesia, Situs resmi
Hukum Online Indonesia, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-
fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia (17 Novembr 2017).
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kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat
beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa serta;
3) Menjadi penghubung antara ulama dan umaro (pemerintah) dan
penterjemah timbal balik antara umat dan pemerintah guna mensukseskan
pembangunan nasional;
4) Meningkatkan hubungan serta kerjasama antar organisasi, lembaga Islam
dan cendekiawan muslimin dalam memberikan bimbingan dan tuntunan
kepada masyarakat khususnya umat Islam dengan mengadakan konsultasi
dan informasi secara timbal balik.
Lebih lanjut dijelaskan, dalam khitah pengabdian MUI telah dirumuskan lima
fungsi dan peran utama MUI yaitu39:
1) Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (Warasatul Anbiya)
2) Sebagai pemberi fatwa (mufti)
3) Sebagai pembimbing dan pelayan umat (Riwayat wa khadim al ummah)
4) Sebagai gerakan Islah wa al Tajdid
5) Sebagai penegak amar ma’ruf dan nahi munkar
c) Penetapan Fatwa MUI
Ada banyak tahapan yang perlu dilalui sebelum sebuah fatwa ditetapkan oleh
Majelis Ulama Indonesia (MUI). Fatwa itu bisa dibuat karena amanah perundang-
undangan, bisa pula atas permintaan masyarakat atau untuk menjawab suatu masalah
yang ramai diperbincangkan di masyarakat.
39Hukum Online Indonesia, Kedudukan Fatwa MUI dalam ukum Indonesia, Situs resmi
Hukum Online Indonesia, http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-
fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia (17 Novembr 2017).
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Berdasarkan Peraturan Organisasi MUI tentang Pedoman Penetapan Fatwa
MUI ada 8 tahapan secara garis besar yang harus dilalui.40 Pertama, sebelum fatwa
ditetapkan, MUI melakukan kajian komprehensif guna memperoleh deskripsi utuh
tentang masalah yang sedang dipantau. Tahapan ini disebut tashawwur al-masalah).
Selain kajian, tim juga membuat rumusan masalah, termasuk dapak sosial keagamaan
yang ditimbulkan dan titik kritis dari beragam aspek hukum (syariah) yang
berhubungan dengan masalah.
Kedua, menelusuri kembali dan menelaah pandangan fuqaha (ahli fikih)
mujtahid masa lalu, pendapat pada imam mazhab dan ulama, telaah atas fatwa terkait,
dan mencari pandangan-pandangan para ahli fikih terkait masalah yang akan
difatwakan. Ketiga, menugaskan anggota Komisi Fatwa atau ahli yang memiliki
kompetensi di bidang masalah yang akan difatwakan untuk membuat makalah atau
analisis. Jika yang dibahas sangat penting, pembahasan bisa melibatkan beberapa
Komisi lain. Misalnya, Sikap Keagamaan MUI dalam kasus Ahok diputuskan bukan
hanya Komisi Fatwa, sehingga kedudukannya pun lebih tinggi dari fatwa.
Keempat, jika telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (ma’lum min al din bi al-
dlarurah), maka Komisi Fatwa akan menetapkan fatwa dengan menyampaikan
hukum sebagaimana apa adanya. Adakalanya masalah yang ditanyakan sudah jelas
jawabannya dalam syariah. Kelima, mendiskusikan dan mencari titik temu jika
ternyata ada perbedaan pendapat (masail khilafiyah) di kalangan ulama mazhab. Hasil
titik temu pendapat akan sangat menentukan. Ada metode tertentu yang bisa
ditempuh untuk mencapai titik temu, atau jika tidak tercapai titik temu.
40Hukum Online Indonesia, Simak Yuk, 8 Tahap Proses Penetapan Fatwa di MUI, Situs
Online Hukum Online. http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5895d234d1736/simak-yuk--8-
tahap-proses-penetapan-fatwa-di-mui (22 November 2017).
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Keenam, ijtihad kolektif di antara para anggota Komisi Fatwa jika ternyata
tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama. Metode penetapan
pendapat itu lazim disebut bayani dan ta’lili, serta metode penetapan hukum
(manhaj) yang dipedomani para ulama mazhab. Ketujuh, dalam hal terjadi perbedaan
pandangan di antara anggota Komisi Fatwa, dan tak tercapai titik temu, maka
penetapan fatwa tetap dilakukan. Cuma, perbedaan pendapat itu dimuat dan diuraikan
argumen masing-masing disertai penjelasan dalam hal pengamalannya sebaiknya
berhati-hati dan sedapat mungkin keluar dari perbedaan pendapat.
Kedelapan, penetapan fatwa senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan
hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum serta tujuan
penetapan hukum (maqashid al-syariah). Selama proses rapat sesuai tahapan-tahapan
itu, sekretaris Komisi Fatwa atau sekretarisnya mencatat usulan, saran, dan pendapat
para anggota Komisi. Hasilnya nanti adalah Risalah Rapat. Risalah ini dijadikan
bahan keputusan Komisi Fatwa. Selama proses pembahasan, MUI bisa mendatangkan
ahli yang memahami masalah. Fatwa yang telah ditetapkan oleh Komisi Fatwa
melalui Rapat Komisi Fatwa dilaporkan secepat mungkin kepada Dewan Pimpinan
MUI. Nanti, pimpinan MUI yang mengumumkan fatwa itu kepada masyarakat.
3. Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial
a) Pengertian Hukum
Dalam pemaknaan sehari-hari “hukum” umumnya dipandang sebagai seluruh
atau ketentuan baik yang bersumber dari Allah, penguasa yang membuat hukum,
maupun yang dimaksudkan sebagai aturan kebisaan, adat, dan tata karma lainnya
dalam kehidupan bermasyarakat. Namnun demikian kata “hukum” yang berasal dari
bahasa arab itu telah terbentuk persepsi dalam memaknainya, yaitu segala ketentuan
37
Tuhan yang mengatur seluruh makhluknya. Akan tetapi, dalam konteks tentu makna
hukum yang relevan adalah segala ketentuan Tuhan yang mengatur berbagai
hubungan muamalah dalam kehidupan ini baik yang terdapat dalam al-Qur’an, hadis,
ijma, qiyas, serta sumber-sumber hukum lainnya.41
Menurut Achmad Ali, hukum adalah tentang apa yang benar dan apa yang
salah, yang dibuat dan diakui eksistensinya oleh pemerintah, yang dituangkan baik
sebagai aturan tertulis (peraturan) ataupun yang tidak tertulis, yang mengikat dan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, dan dengan ancaman sanksi
bagi pelanggar aturan itu. Jadi yang dimaksud sebagai “hukum” bukan hanya
“Undang-Undang”, karena “Undang-Undang” hanyalah bagian kecil dari hukum.42
Sudarsono menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merupakan kenyataan
dan pernyataan yang beraneka ragam untuk menjamin adanya penyesuaian dan
kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi ini pada dasarnya hukum
mengatur hubungan antara manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip
yang beraneka ragam pula. Oleh sebab itu setiap orang di dalam masyarakat wajib
taat dan mematuhinya.43
b) Pengertian Pedoman
Dalam kamus besar bahasa Indonesia pedoman adalah kumpulan ketentuan
dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan juga diartikan sebagai
hal (pokok) yang menjadi dasar (pegangan, petunjuk, dan sebagainya) untuk
menentukan atau melaksanakan sesuatu.44
41Arfin Hamid, Hukum Islam Perspektif KeIndonesiaan,(Makassar, PT. Umitoha Ukhuwah
Grafika, 2011), h. 39.
42Achmad Ali, Menguak Realitas Hukum, Edisi I (Cet.II; Jakarta: Kencana Prenada Media
Grup),h. 2.
43Sudarsono, Pengantar Tata Hukum Indonesia (Jakarta: PT. Melon Putra, 2003), h. 1.
44Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 367.
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c) Pengertian Bermuamalah
Bermuamalah adalah proses interaksi antar individu atau kelompok yang
berkaitan dengan hablun minannaas  (hubungan antar sesama manusia) meliputi
perbuatan (produksi), penyebaran (distribusi), akses (konsumsi), dan penggunaan
informasi dan komunikasi.
Dalam kamus besar bahasa Indonesia muamalah diartikan sebagai hal-hal
yang termasuk urusan kemasyarakatan (pergaulan, perdata, dan sebagainya).45 Secara
etimologi, kata muamalah adalah bentuk masdar dari kata ‘amala yang artinya saling
bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan.46
d) Pengertian Media Sosial
Media sosial adalah sebuah media online, dimana para penggunanya bisa
dengan mudah berpartisipasi dan saling berbagi informasi. Saat ini tidak ada satupun
sosial media yang sama sekali tidak terhubung satu sama lain. Dan semakin banyak
sosial media besar yang menawarkan fitur lebih dari sekedar komunikasi kepada
pengguna.
Penggunaan istilah sosial media pada media cetak pertama kali dipercaya
dimulai pada tahun 1997. Saat itu seorang eksekutif di AOL bernama Ted Leonsis
memberikan komentar bahwa organisasi tersebut perlu menyediakan konsumen
“sosial media”. “Sebuah tempat dimana mereka bisa dihibur, berkomunikasi, dan
berpartisipasi dalam lingkungan sosial.47
Majunya perkembangan teknologi saat ini berbanding lurus dengan
perkembangan sosial media. Sifat dasar manusia yang merupakan makhluk sosial
45Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 219
46Rachmat Syafe’I, Fiqh Mua’malah (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), h. 16.
47Hardy, 8 Jenis Sosial Media dan Perkembangannya,
http://www.progresstech.co.id/blog/jenis-sosial-media/ (24 November 2017)
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membuat semakin banyaknya jumlah sosial media yang ada terutama di Indonesia.
Namun tidak semua sosial media digunakan oleh orang Indonesia. Berikut adalah
sosial media yang paling populer di Indonesia48:
1. Kaskus.
Kaskus adalah situs sosial media dengan 6,5 juta pengguna benar-benar
sosial media asli berasal dari Indonesia. Kaskus merupakan situs jejaring
sosial berbasis forum yang paling populer di Indonesia. Namun kaskus
tidak hanya digunakan untuk bersosialisasi saja, bagi orang-orang yang
melakukan transaksi jual beli juga bisa menggunakan kaskus. Kaskus
menyediakan fitur fjb (forum jual beli) yang bisa dimanfaatkan oleh
orang untuk melakukan jual beli barang.
2. Tumbler
Tumbler merupakan sosial media yang memberikan fasilitas bagi
penggunanya untuk meshare artikel, gambar, hingga video apapun yang
Anda inginkan layaknya sebuah blog. Dengan menghubungkan tumblr
dengan sosial media besar lain seperti facebook dan twitter, maka apa
yang kalian posting di tumbler bisa juga muncul di facebook dan twitter
secara otomatis. Tumblr juga memberikan kebebasan bagi penggunanya
untuk memodifikasi tampilan tumblr mereka sesuai yang mereka
inginkan.
3. YouTube.
48Tahupedia, Sosial Media Paking Banyak digunakan di Indonesia, Lifestyle Situs resmi
Tahupedia Indonesia, https://www.google.co.id/=http.www.tahupedia.comcontent2FshowF10-Sosial-
Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia&usg (24 November 2017)
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Sosial media berupa video sharing ini sangat populer di Indonesia, berkat
adanya YouTube banyak orang Indonesia yang bisa terkenal secara
mendadak. Sebagai sosial media populer di Indonesia dengan pengguna
sebanyak 66% dari jumlah penduduk di Indonesia, YouTube tidak hanya
digunakan untuk share video saja, namun YouTube juga terkadang
menyediakan live streaming dari suatu acara penghargaan.
4. BBM
Semenjak kemunculannya pertama kali di Indonesia, aplikasi sosial
media ini langsung menarik hati banyak orang. Aplikasi yang pada
awalnya hanya tersedia di platform blackberry ini langsung membuat
banyak orang berpindah menggunakan mobile phone blackberry. Biarpun
dibilang langkah besarnya dalam membuka aplikasinya untuk pengguna
ios, android dan windows phone dianggap sebagai kerugian besar, namun
sebanyak 8 juta orang masih menggunakan aplikasi BBM ini.49
5. WhatsApp
WhatsApp merupakan aplikasi sosial media yang terkoneksi langsung
dengan nomor mobile phone yang digunakan. Aplikasi chat gratis ini
memiliki fitur yang sangat simple, selain juga dapat digunakan untuk
berkirim pesan, sekarang WhatsApp juga mampu mengirim voice record
dan juga menelepon. Tampilannya yang simple membuat aplikasi ini
menjadi favorit orang-orang karena tidak membebani memori handphone.
49Tahupedia, Sosial Media Paking Banyak digunakan di Indonesia, Lifestyle Situs resmi
Tahupedia Indonesia, https://www.google.co.id/=http.www.tahupedia.comcontent2FshowF10-Sosial-
Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia&usg (24 November 2017)
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Diketahui pengguna WhatsApp di Indonesia mencapai angka 34 juta
pengguna.
6. Instagram
Sosial media populer ini biasa digunakan oleh orang untuk mengabadikan
momen-momen berharga dari hidupnya. Pada awalnya hanya penggguna
ios saja yang dapat menggunakan instagram, namun karena ternyata
banyaknya peminat aplikasi ini akhirnya instagrampun dirilis untuk versi
android dan juga windows phone. Dengan demikian semakin membuat
pengguna instagram semakin banyak. Diketahui bahwa pengguna
instagram saat ini telah mencapai lebih dari 30 juta pengguna.
7. LINE
Aplikasi chat gratis ini memiliki fitur yang sangat simple, selain juga
dapat digunakan untuk berkirim pesan, voice record, menelepon dan juga
video call sekarang juga mampu menampilkan berita dan banyak artikel
yang bisa dibaca langsung melalui aplikasi. Diketahui pengguna LINE di
Indonesia juga mencapai angka 30 juta pengguna.50
8. Path
Saking populernya sosial media satu ini sampai sahamnya dibeli oleh
salah satu pengusaha Indonesia bernama Aburizal Bakrie. Sayangnya
sosial media path ini hanya bisa digunakan melalui mobile phone saja.
Namun hal tersebut tidak menurunkan orang-orang untuk menggunakan
sosial media ini. Terbukti sebanyak 30 juta orang menggunakan aplikasi
50Tahupedia, Sosial Media Paking Banyak digunakan di Indonesia, Lifestyle Situs resmi
Tahupedia Indonesia, https://www.google.co.id/=http.www.tahupedia.comcontent2FshowF10-Sosial-
Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia&usg (24 November 2017)
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ini. Tampilannya yang simpel dan mudah digunakan semakin membuat
orang menyukai aplikasi sosial media ini. Perlu diingat juga bahwa path
tidak dapat menampung banyak teman layangnya facebook dan twitter.
9. Twitter
Sosial media yang menggunakan lambang burung dan awan ini menjadi
sosial media populer di Indonesia kedua setelah facebook dengan total
pengguna yang mencapai angka 19,5 juta pengguna. Alasan kenapa
twitter menjadi sosial media yang populer adalah karena sosial media
sangat simple dan mudah untuk digunakan. Sistem yang digunakan
twitter adalah following dan follower. Sistem yang digunakan twitter
adalah following dan follower. Dimana kita bisa memfollow siapa saja
tanpa harus diterima olah orang yang kita follow. Kecuali jika orang yang
Anda follow ternyata mengunci akun twitternya.
10. Facebook
Merupakan sosial media milik seorang pria asal Amerika Mark
Zuckerberg ini menjadi sosial yang paling populer di Indonesia.
Facebook yang merupakan situs jejaring sosial berbasis web ini
diciptakan dengan tujuan agar orang dapat mencari teman atau keluarga
yang jarang kita temui. Meskipun merupakan jejaring sosial berbasis web,
namun seiring berkembangnya teknologi dan banyaknya pengguna, kini
facebook juga dapat digunakan di mobile phone. Sebanyak 65 juta orang
yang menggunakan facebook saat ini.51
51Tahupedia, Sosial Media Paking Banyak digunakan di Indonesia, Lifestyle Situs resmi
Tahupedia Indonesia, https://www.google.co.id/=http.www.tahupedia.comcontent2FshowF10-Sosial-
Media-Paling-Banyak-Digunakan-Di-Indonesia&usg (24 November 2017)
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Dengan adanya media sosial tersebut, pada dasarnya digunakan oleh
masyarakat dalam berbagai hal sesuai kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Saat
ini media sosial seakan menjadi suatu yang wajib dimiliki dan digunakan di seluruh
lapisan masyarakat.
Adapun kegunaan media sosial sebagai berikut 52:
1) Media Komunikasi
Manfaat yang paling utama kita rasakan dalam menggunakan media Sosial
adalah untuk berkomunikasi. Komunikasi itu sendiri berarti adanya interaksi dengan
seseorang atau lebih, baik secara langsung (bertatap muka, telpon) atau tidak
langsung (melalui sms, surat). Karena semakin berkembang dan majunya teknologi,
untuk berkomunikasi saat ini tidak perlu lagi menggunakan nomor HP dan pulsa,
Hanya menggunakan Koneksi internet kita sudah bisa melakukannya. Seperti
Facebook, Twitter, Instagram dll. Sudah semakin berkurang orang menggunakan
pulsa untuk berkomunikasi dan beralih menggunakan paket internet. Dari segi
keuntungan, komunikasi dengan internet lebih menguntungkan, baik dari kecepatan
dan biaya.
2) Ekspresi Diri
Ekpresi diri merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk
mengungkapkan perasaan. Dalam diri manusia ada berbagai macam persaan seperti
sedih, bahagia, marah dll. Untuk mengekspresikan perasaan tersebut orang-orang
menggunakan media sosial sebagai ajang pelampiasan perasaan. Ada 3 jenis cara
52Solusi medsos, “Manfaat dan tujuan menggunakan media sosial”.
https://solusimedsos.blogspot.co.id/2017/01/Manfaat-dan-Tujuan-Menggunakan-Media-Sosial-
2017.html (24 November 2017).
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yang bisa dilakukan untuk Mengekspresikan diri, bisa menggunakan tulisan, foto dan
video.
3) Mencari Informasi
Dengan adanya media sosial, manfaat yang dapat kita rasakan selanjutnya
adalah kemudahan dalam mencari Informasi. Biasanya jika ingin mencari informasi
harus melalui koran, buku, majalah, televisi. Namun sekarang sudah dimudahkan
melalui media sosial. Ada berbagai jenis informasi yang ada seperti infomasi,
kesehatan, pendidikan, berita, teknologi dll. Kelebihan dari informasi media sosial
adalah updatenya yang begitu cepat, bisa hitungan jam, menit bahkan detik, informasi
sudah bisa disebar luaskan.
4) Media Belajar
Pelajaran apapun yang ingin dipelajari sudah ada di media sosial. Baik itu
pelajaran komputer, ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan yang lainnya, bisa
didapatkan dari intenet khususnya media sosial.
5) Menambah Teman
Biasanya untuk menambah teman harus bertatap muka dan bertemu secara
langsung telebih dahulu dan memperkenalkan diri, sekarang tidak lagi harus
melakukan hal tersebut kita bisa manambah teman melalui Facebook, Google+ dan
lain lain. Sehingga, bisa mengenal banyak orang dari berbagai daerah. Tentunya ada
interaksi yang dilakukan terhadap teman yang sudah kita tambahkan pertemanan.53
6) Media Untuk Berbagi
53Solusi medsos, “Manfaat dan tujuan menggunakan media sosial”.
https://solusimedsos.blogspot.co.id/2017/01/Manfaat-dan-Tujuan-Menggunakan-Media-Sosial-
2017.html (24 November 2017).
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Media sosial juga dimanfaatkan oleh seseorang untuk berbagi informasi,
tulisan, foto dan video dengan sangat mudah. Misalnya facebook, biasanya untuk
berbagi dengan teman, bisa menandai mereka satu persatu atau membagikan ke
beranda masing-masing.
7) Membangun Komunitas
Manfaat yang tidak kalah menariknya adalah bisa membangun komunitas
pada media sosial. Biasanya, untuk membangun komunitas orang-orang
memanfaatkan Facebook dan Google+. Komunitas yang dibangun bisa dalam bentuk
Halaman (FansPage) atau Grup (group). Komunitas yang dibangun bisa mencapai
jumlah anggota yang sangat banyak, ratusan, ribuan dan bahkan jutaan. Ada berbagai
komunitas yang bisa kita bangun seperti : Komunitas Pecinta Alam, Keagamaan,
Blogger, Hacker dan lain sebagainya.
8) Mencari Uang
Media sosial bisa dimanfaatkan seseorang untuk mencari uang dengan cara
menyediakan jasa. Baik itu jasa pembuatan Website, Desain, Video Editing dan lain
lain. Ada juga orang memanfaatkan Blog untuk mencari uang, yaitu dengan
memanfaatkan fasilitas Google Adsense untuk pemasangan iklan.54
9) Mencari Amal
Media sosial bukan hanya untuk mencari uang ataupun penghasilan yang
orientasinya hanya untuk dunia saja. Namun bisa gunakan untuk mencari amal
kebaikan untuk akhirat. Ada berbagai macam cara yang bisa kita lakukan untuk
54Solusi medsos, “Manfaat dan tujuan menggunakan media sosial”.
https://solusimedsos.blogspot.co.id/2017/01/Manfaat-dan-Tujuan-Menggunakan-Media-Sosial-
2017.html (24 November 2017).
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mencari amal dengan cara membuat kata-kata motivasi, inspirasi, tausiyah, video
tausiyah dan poster dakwah. Contohnya halaman inovasi dakwah dan grup Islam
agama ku adalah halaman/ grup yang bertujuan untuk menyampaikan ajaran Islam.
10) Media Promosi
Kehebatan selanjutnya media sosial adalah tempat untuk mempromosikan
seusuatu hal. Baik itu promosi produk dan jasa yang bergerak didunia nyata dengan
cara bermain didunia maya. Trik promosi dengan media social sangatlah berpengaruh
terhadap kemajuan dari produk dan jasa.
11) Menghibur Diri
Media sosial bisa digunakan untuk menghibur diri. Hiburan yang bisa kita
dapatkan dari media social seperti kata-kata, foto dan video lucu. Kata-kata dan foto
lucu bisa didapatkan dari komuitas halaman meme comic Indonesia, perang gambar
dan sejenisnya.
12) Media Penyimpanan
Yang tidak kalah pentingnya manfaat media sosial adalah tempat untuk
menyimpan foto dan video. Apapun yang telah dipublikasikan akan tersimpan di
internet. Andaikan foto dan video telah terhapus pada memori, masih bisa
mendapatkannya kembali dari media sosial yang pernah diupload. Untuk media sosial
yang dikhususkan sebagai media penyimpanan adalah Google Drive, untuk yang
gratisan akan diberikan space penyimpanan sebesar 15 GB. sedangkan yang berbayar
Unlimited (tidak ada batas penyimpanan).55
55Solusi medsos, “Manfaat dan tujuan menggunakan media sosial”.
https://solusimedsos.blogspot.co.id/2017/01/Manfaat-dan-Tujuan-Menggunakan-Media-Sosial-
2017.html (24 November 2017).
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4. Latar Belakang Lahirnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor
24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui
Media Sosial
Pada dasarnya perkembangan teknologi memberikan kemudahan dalam
berkomunikasi dan memperoleh informasi di tengah masyarakat. Kemudahan
berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media digital berbasis media
sosial tersebut dapat mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia, seperti
mempererat tali silaturahim, untuk kegiatan ekonomi, pendidikan dan kegiatan positif
lainnya. Namun, penggunaan media digital, khususnya yang berbasis media sosial di
tengah masyarakat seringkali tidak disertai dengan tanggung jawab sehingga tidak
jarang menjadi sarana untuk penyebaran informasi yang tidak benar, hoax¸ fitnah,
ghibah, namimah, gosip, pemutarbalikan fakta, ujaran kebencian, permusuhan,
kesimpangsiuran, informasi palsu, dan hal terlarang lainnya yang menyebabkan
disharmoni sosial. Pengguna media sosial seringkali menerima dan menyebarkan
informasi yang belum tentu benar serta bermanfaat, bisa karena sengaja atau
ketidaktahuan, yang bisa menimbulkan mafsadah di tengah masyarakat.56
Banyak pihak yang menjadikan konten media digital yang berisi hoax, fitnah,
ghibah, namimah, desas desus, kabar bohong, ujaran kebencian, aib dan kejelekan
seseorang, informasi pribadi yang diumbar ke publik, dan hal-hal lain sejenis sebagai
sarana memperoleh simpati, lahan pekerjaan, sarana provokasi, agitasi, dan sarana
mencari keuntungan politik serta ekonomi, dan terhadap masalah tersebut muncul
pertanyaan di tengah masyarakat mengenai hukum dan pedomannya. berdasarkan
pertimbangan tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memandang perlu
56Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang
Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 1.
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menetapkan fatwa tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial
untuk digunakan sebagai pedoman berdasarkan sumber hukum umat Islam yaitu al-
Quran, hadis Nabi saw., Qa’idah sad al-dżari’ah dan Qaidah Fiqhiyyah berikut57:
a) Al-Quran
1) Firman Allah swt. yang memerintahkan pentingnya tabayyun (klarifikasi)
ketika memperoleh informasi, antara lain dalam QS al-ḥujurāt/49:6
$pkr'¯»ttûïÏ%©!$#
(#þqãZtB#uäbÎ)óOä.uä!%y`
7,Å$sù:*t6t^Î/(#þqãY¨t6tGsùbr&
(#qç7ÅÁè?$JBöqs%7's#»ygpg¿2
(#qßsÎ6óÁçGsù4n?tã$tBóOçFù=yèsù
tûüÏBÏ»tRÇÏÈ
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa
suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu
musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang
menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.58
2) Firman Allah swt. yang melarang untuk menyebar praduga dan kecurigaan,
mencari keburukan orang, serta menggunjing, antara lain dalam QS al-
ḥujurāt/49:12
57Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang
Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 2-5.
58Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 516
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$pkr'¯»ttûïÏ%©!$#(#qãZtB#uä
(#qç7Ï^tGô_$##ZÏWx.z`ÏiB
Çd`©à9$#cÎ)uÙ÷èt/Çd`©à9$#
ÒOøOÎ)(wur(#qÝ¡¡¡pgrBwur=tGøót
Nä3àÒ÷è­/$³Ò÷èt/4=Ïtär&
óOà2ßtnr&br&@à2ù'tzNóss9
ÏmÅzr&$\GøtBçnqßJçF÷dÌs3sù4
(#qà)¨?$#ur©!$#4¨bÎ)©!$#
Ò>#§qs?×LìÏm§ÇÊËÈ
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka
(kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah
mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain.
Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang
sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha
Penyayang.59
3) Firman Allah swt. yang menegaskan keburukan pengumpat dan pencela serta
larangan mengikutinya antara lain dalam QS al-Humazah/104:1
×@÷urÈe@à6Ïj9;otyJèd>otyJ9
ÇÊÈ
Terjemahnya:
Kecelakaanlah bagi Setiap pengumpat lagi pencela,60
59Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 517
60Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 601
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4) Firman Allah swt. yang memerintahkan untuk berbuat adil sekalipun terhadap
orang yang dibenci, antara lain dalam QS al-Māidah/5:8
$pkr'¯»túïÏ%©!$#(#qãYtB#uä
(#qçRqä.úüÏBº§qs%¬!uä!#ypkà­
ÅÝó¡É)ø9$$Î/(wuröNà6¨ZtBÌôft
ãb$t«oYx©BQöqs%#n?tãwr&
(#qä9Ï÷ès?4(#qä9Ïôã$#uqèd
Ü>tø%r&3uqø)­G=Ï9(
(#qà)¨?$#ur©!$#4cÎ)©!$#
7Î6yz$yJÎ/cqè=yJ÷ès?ÇÑÈ
Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu
untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui
apa yang kamu kerjakan.61
5) Firman Allah swt. yang menjelaskan bahwa perbuatan menyakiti orang
mukmin tanpa kesalahan yang mereka perbuat adalah dosa, antara lain dalam
QS al-Ahzāb/33:58
tûïÏ%©!$#urcrè÷sã
úüÏZÏB÷sßJø9$#ÏM»oYÏB÷sßJø9$#ur
ÎötóÎ/$tB(#qç6|¡oKò2$#Ïs)sù
61Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 108
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(#qè=yJtFôm$#$YZ»tFôgç/
$VJøOÎ)ur$YYÎ6BÇÎÑÈ
Terjemahnya:
Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat
tanpa kesalahan yang mereka perbuat, Maka Sesungguhnya mereka telah
memikul kebohongan dan dosa yang nyata.62
b) Hadis Nabi saw.
1) Hadis Nabi saw. yang menjelaskan pengertian tentang ghibah sebagaimana
sabdanya:
َﻋْﻦ أَﺑِﻲ ھَُﺮْﯾَﺮةَ أنﱠ َرُﺳْﻮَل ﷲِ َﺻﻠَﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﯿِﮫ َو َﺳﻠﱠَﻢ ﻗَﺎَل "أَﺗَْﺪُرْوَن َﻣﺎ اﻟِﻐْﯿﺒَﺔ"ُ. ﻗَﺎﻟُْﻮا
ﷲُ َو َرُﺳْﻮﻟُﮫُ أَْﻋﻠَُﻢ:ﻗَﺎَل "ِذْﻛُﺮَك أَﺧﺎَك ﺑَِﻤﺎ ﯾَْﻜَﺮه"ُ. ﻗِْﯿَﻞ أَﻓََﺮأَْﯾَﺖ إِْن َﻛﺎَن ﻓِﻰ أَِﺧﻰ َﻣﺎ
أَﻗُْﻮُل ﻗَﺎَل "إِْن َﻛﺎَن ﻓِْﯿِﮫ َﻣﺎ ﺗَﻘُْﻮُل ﻓَﻘَِﺪ اْﻏﺘَْﺒﺘَﮫُ َو إِْن ﻟَْﻢ ﯾَُﻜْﻦ ﻓِْﯿِﮫ ﻓَﻘَْﺪ ﺑَﮭﺘﱠﮫ.ُ63)َرَواهُ
اﻟﺒَُﺨﺎِرُي(
Artinya:
Dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah saw bersabda., “Tahukah
kalian apa ghibah itu?” Para shababat menjawab: “Allah dan Rasul-Nya lebih
mengetahui”. Beliau bersabda:” Ghibah itu adalah bercerita tentang saudara
kalian tentang hal yang ia benci. “Ada yang bertanya:“ Bagaimana pendapatmu
jika saya ceritakan itu benar-benar nyata ada pada diri orang itu?, nabi pun
menjawab: “Jika apa yang kamu katakan tentang saudaramu itu benar adanya
maka telah melakukan ghibah kepadanya; namun apabila apa yang kamu
katakan tidak benar, maka berarti kamu telah melakukan kedustaan
(fitnah)kepadanya.” (HR. Muslim)
62Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 426
63Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, Ṣaḥiḥ Muslim Juz III (Indonesia: Maktabah
Dahlaan, 1954), h. 2001. Lihat juga dalam Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 4-5.
52
2) Hadis Nabi saw. yang memerintahkan untuk bertutur kata yang baik dan
menjadikannya sebagai salah satu indikator keimanan kepada Allah,
sebagaimana sabdanya:
َﻋْﻦ أﺑِﻲ ھَُﺮ ْﯾَﺮةَ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ، ﻋْﻦ َرُﺳْﻮِل ﷲِ ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎَل: َﻣْﻦ َﻛﺎَن
ﯾُْﺆِﻣُﻦ ﺑِﺎͿِ َو اﻟﯿَْﻮِم اۤﻷ ِﺧِﺮ، ﻓَْﻠﯿَﻘُْﻞ ﺧْﯿًﺮا أْو ﯾَْﺼُﻤُﺖ 64.....)َرَواه ُاﻟﺒُﺨﺎِري َو ُﻣْﺴِﻠُﻢ(.
Artinya:
Dari Abu Hurairah ra. dari Rasulullah saw. beliau bersabda: ”Barangsiapa
yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaknya ia berkata yang
baik atau diam.”(HR. Muslim)
3) Hadis Nabi saw. yang mengkategorikan sebagai pembohong bagi setiap orang
yang menyampaikan hal yang didengarnya, sebagaimana sabdanya:
َﻋْﻦأِﺑﻲ ھَُﺮْﯾَﺮةَ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ، ﻋِﻦ اﻟﻨﱠﺒِّﻲِ  ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ وﺳﻠﻢ ﻗﺎل: َﻛﻔَﻰ ﺑﺎﻟﻤْﺮِء
َﻛِﺬﺑًﺎ، أَْن ﯾَُﺤِّﺪَث ﺑُِﻜِّﻞ َﻣﺎ َﺳِﻤَﻊ 65)َرَواه ُُﻣْﺴِﻠُﻢ(
Artinya:
Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: ”Cukuplah seseorang
(dianggap) berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar.” (HR.
Muslim)
4) Hadis Nabi saw. yang menggambarkan sebagai orang bangkrut (muflis) bagi
orang yang suka mencela dan menuduh orang lain, sebagaimana sabdanya:
َﻋْﻦ أِﺑﻲ ھَُﺮْﯾَﺮةَ أنﱠ َرُﺳْﻮَل ﷲِ َﺻﻠَﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﯿِﮫ َو َﺳﻠﱠَﻢ ﻗَﺎَل "أﺗَْﺪُروَن ِﻣَﻦ اﻟﻤْﻔِﻠِﺲ ﻗَﺎﻟُْﻮا
اﻟُﻤ ْﻔِﻠُﺲ ﻓِْﯿﻨَﺎ َﻣْﻦ َﻻ ِدْرَھَﻢ ﻟَﮫُ َوَﻻ َﻣﺘﺎََع، ﻓَﻘَﺎَل إنﱠ اﻟﻤْﻔِﻠَﺲ ِﻣْﻦ أُﻣﱠﺘِﻲ ﯾَﺄْﺗِﻲ ﯾَْﻮَم اﻟِﻘﯿَﺎَﻣِﺔ
64Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, Ṣaḥiḥ Muslim, Juz I, h. 57. Lihat juga dalam
Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan
Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 5.
65Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, Ṣaḥiḥ Muslim, Juz I, h. 39. Lihat juga dalam
Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan
Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 5.
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ﺑَِﺼَﻼٍة َو ِﺻﯿَﺎٍم َو َزَﻛﺎٍة  ﯾَﺄْﺗِﻲ ﻗَْﺪ َﺷﺘََﻢ َھﺬَا َو ﻗَﺬََف َھﺬَا َو أََﻛ َﻞ َﻣﺎَل َھﺬَا َو َﺳﻔََﻚ َدَم َھﺬَا
َوَﺿَﺮَب َھﺬَا ﻓَﯿُْﻌَﻄﻰ َھﺬَا ِﻣْﻦ َﺣَﺴﻨَﺎِﺗِﮫ ﻓَِﺈْن ﻓَﻨِﯿَْﺖ َﺣَﺴﻨَﺎﺗُﮫُ ﻗْﺒَﻞ أَْن ﯾُْﻘَﻀﻰ َﻣﺎ َﻋﻠَْﯿِﮫ أُِﺧﺬَ
ِﻣْﻦ ﺧَﻄﺎﯾَﺎُھْﻢ ﻓَُﻄِﺮَﺣْﺖ َﻋﻠَْﯿِﮫ ﺛُﻢﱠ طُِﺮَح ﻓِﻲ اﻟﻨﱠﺎِر 66)َرَواه ُُﻣْﺴِﻠُﻢ(
Artinya:
Dari Abu Hurairah ra. berkata, bahwasanya Rasulullah Saw. bersabda :
“Tahukah  kalian  siapakah  orang  yang  muflis (bangkrut) itu? Para sahabat
menjawab, 'Orang yang muflis (bangkrut)  diantara  kami  adalah  orang  yang
tidak  punya dirham dan tidak punya harta.'  Rasulullah saw. bersabda, 'Orang
yang muflis (bankrut) dari umatku adalah orang yang datang  pada  hari
kiamat  dengan  (pahala)  melaksanakan shalat, menjalankan puasa dan
menunaikan zakat, namun ia juga datang (membawa dosa) dengan mencela si
ini, menuduh si ini, memakan harta ini dan menumpahkan darah si ini serta
memukul si ini. Maka akan diberinya orang-orang tersebut dari kebaikan-
kebaikannya.  Dan  jika  kebaikannya  telah  habis sebelum ia menunaikan
kewajibannya, diambillah keburukan dosa-dosa  mereka,  lalu  dicampakkan
padanya  dan  ia dilemparkan ke dalam neraka. (HR. Muslim)
5) Hadis Nabi saw yang melarang terburu-buru, termasuk terburu-buru menyebar
informasi sebelum ada kejelasannya, sebagaimana sabdanya:
ﻋْﻦ أَﻧَِﺲ ﺑِْﻦ َﻣﺎِﻟِﻚ َرِﺿَﻲﷲُ َﻋْﻨﮫُ أنﱠ اﻟﻨﱠﺒِﻲﱠ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻗَﺎَل: "اﻟﺘﱠﺄَﻧِّﻲ ِﻣَﻦ
ﷲِ، َو اﻟﻌََﺠﻠَﺔ ُِﻣَﻦ اﻟَﺸْﯿَﻄﺎِن 67)أَﺧَﺮَﺟﮫ ُاﻟﺒَْﯿَﮭِﻘﻲ(
Artinya:
Dari  Anas  bin  Malik  ra  bahwa  Rasulullah  saw  bersabda: “Ketegangan
itu datang dari Allah swt. dan ketergesaan itu dari Setan” (HR. Al-Baihaki)
6) Hadis Nabi saw yang menjelaskan hukuman bagi orang yang suka bergunjing,
antara lain:
66Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, Ṣaḥiḥ Muslim, Juz III, h. 1997. Lihat juga dalam
Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan
Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 6.
67Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang
Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 6.
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َﻋْﻦ َﻋْﺒِﺪ ﷲِ ﺑِْﻦ َﻣْﺴﻌُْﻮِد ﻗﺎل إّن ﻣﺤّﻤﺪا ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻗَﺎَل أََﻻ أُﻧِﺒّﺌُُﻜْﻢ َﻣﺎ اﻟﻌَْﻀﮫُ
ِھَﻲ اﻟﻨﱠِﻤْﯿَﻤﺔُ اﻟﻘَﺎﻟَﺔُ ﺑَْﯿَﻦ اﻟﻨﱠﺎِس َو إِنﱠ ُﻣَﺤﻤﱠًﺪا ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ ﻗَﺎَل إِنﱠ اﻟﺮﱠُﺟَﻞ
ﯾَْﺼُﺪُق َﺣﺘﱠﻰ ﯾُْﻜﺘََﺐ ِﺻِّﺪْﯾﻘًﺎ َو ﯾَْﻜِﺬُب َﺣﺘﱠﻰ ﯾُْﻜﺘََﺐ َﻛﺬﱠاﺑًﺎ68)َرَواه ُاﻟﻤْﺴِﻠُﻢ(.
Artinya:
Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra. berkata: Nabi Muhammad saw. bersabda:
“Perhatikanlah, aku akan memberitahukan kepada kalian apa itu Al 'Adhu? Al
'Adhu adalah menggunjing dengan menyebarluaskan isu di tengah
masyarakat." Rasulullah saw juga bersabda: “Sesungguhnya orang yang selalu
berkata jujur akan dicatat sebagai seorang yang jujur dan orang yang selalu
berdusta akan dicatat sebagai pendusta”. (HR. Muslim)
7) Hadis Nabi saw. yang menjelaskan larangan mengikuti prasangka tentang
seseorang, juga mencari kesalahan dan menghina orang lain sebagaimana
sabdanya:
َﻋْﻦ أِﺑﻲ ھَُﺮْﯾَﺮةَ رﺿﻲ ﷲ ﻋﻨﮫ ﻗﺎل: ﻗَﺎَل َرُﺳْﻮُل ﷲِ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ َﻋﻠَْﯿِﮫ َوَﺳﻠﱠَﻢ: إِﯾﱠﺎُﻛْﻢ َو
اﻟﻈﱠﻦﱠ ﻓَِﺈنﱠ اﻟﻈﱠﻦﱠ أَْﻛﺬَُب اﻟَﺤِﺪْﯾِﺚ َوَﻻ ﺗََﺠﺴﱠُﺴْﻮا َوَﻻ ﺗَﻨَﺎﻓَُﺴْﻮا َوَﻻ ﺗََﺤﺎَﺳُﺪْوا َوَﻻ ﺗَﺒَﺎَﻏُﻀْﻮا
َوَﻻ ﺗََﺪ اﺑَُﺮْوا َو ُﻛْﻮﻧُْﻮا ِﻋﺒَﺎَد ﷲِ إِﺧَﻮاًن ا69)َرَواه ُاﻟﺒُﺨﺎِري(
Artinya:
Dari Abu Hurairah ra. ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: “Jauhilah
berprasangka, karena sesungguhnya prasangka adalah pembicaraan yang
paling dusta. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, jangan
saling menyombongkan diri (dalam hal duniawi), jangan saling iri, saling
membenci satu dengan yang lain, dan saling berpaling muka satu dengan yang
lain. Jadilah kalian para hamba Allah bersaudara. (HR. Bukhari)
c) Qa’idah sad al-żari’ah, yang menyatakan bahwa semua hal yang dapat
menyebabkan terjadinya perbuatan haram adalah haram.
d) Qaidah Fiqhiyyah
68Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, Ṣaḥiḥ Muslim, Juz III, h. 2012. Lihat juga dalam
Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan
Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 6.
69Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, Ṣaḥiḥ Muslim, Juz III, h. 2012. Lihat juga dalam
Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan
Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, h. 7.
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70 إِﻻﱠ أَْن ﯾَُﺪلﱠ َدِﻟْﯿٌﻞ َﻋﻠَﻰ اﻟﺘﱠْﺤِﺮْﯾِﻢ. ﻓِﻲ اﻟﻤﻌَﺎَﻣَﻼِت اِﻹﺑَﺎَﺣﺎِت ُﻞ اﻷَْﺻ 
“Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang
mengharamkannya atau meniadakan kebolehannya”.
71 اﻟﻤَﺼﺎِﻟﺢ.ِ ﻔَﺎِﺳِﺪ ُﻣﻘَﺪﱠٌم َﻋﻠَﻰ َﺟْﻠِﺐ َدْرُء اﻟَﻤ 
“Menghindarkan   mafsadat   didahulukan   atas   mendatangkan maslahat.”
72 اﻟﻀﱠَﺮُر ﯾَُﺰاُل.
“Bahaya harus dihilangkan.”
73 اﻟِﻜﺘَﺎُب َﻛﺎْﻟِﺨَﻄﺎِب.
“Tulisan itu (memiliki kedudukan hukum) seperti ucapan.”
74 ِﻟﻠﺘََﻮاھُِﻢ. ﻻِﻋْﺒَﺮةً 
“Waham (hal yang masih hipotetik) tidak bisa dijadikan pegangan.”
75 ﺗََﺼﺮﱡُف اِﻹَﻣﺎِم َﻋﻠَﻰ اﻟﺮﱠاِﻋﯿﱠِﺔ َﻣﻨُﻮٌط ﺑِﺎْﻟَﻤْﺼﻠََﺤِﺔ.
70Abdul Hakim bin Amir Abdat, Risalah Ilmiyyah dalam Mengenal Iqtishaadiyyah
Islamiyyah (Ekonomi Islam),Cet I, h. 85.
71Abu Ishaq al-syatibi, Al-Muwāfaqāt fī Uṣhūl al-Ṣyarī’ah, Jilid II, (Bairut : Dar al-kutub al-
Islamiyah, t.th.), h. 35.
72Toha Andiko, Ilmu Qawa’id Fiqhiyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika
Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 109.
73Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang
Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melaui Media Sosial, h. 9.
74Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang
Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melaui Media Sosial, h. 9.
75Abu Ishaq al-syatibi, Al-Muwāfaqāt fī Uṣhūl al-Ṣyarī’ah, Jilid II, h. 35.
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“Kebijakan  seorang  pemimpin  atas  rakyat harus  berdasarkan
kemaslahatan”
5. Hukum Bermuamalah Melalui Media Sosial yang diatur dalam Fatwa
Majelis Ulama Indonesi (MUI) Nomor 24 Tahun 2017
Majelis Ulama Indonesia memutuskan ketentuan hukum bermuamalah
melalui media sosial sebagai berikut 76:
a) Dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan riil maupun
media sosial, setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan
ketakwaan, kebajikan (mu’asyarah bil ma’ruf), persaudaraan (ukhuwwah),
saling wasiat akan kebenaran (al-haqq) serta mengajak pada kebaikan (al-
amr bi al-ma’ruf) dan mencegah kemunkaran (al-nahyu‘an al-munkar).
b) Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong
kekufuran dan kemaksiatan.
2) Mempererat ukhuwwah (persaudaraan), baik ukhuwwah Islamiyyah
(persaudaraan ke-Islaman), ukhuwwah wathaniyyah (persaudaraan
kebangsaan), maupun ukhuwwah insaniyyah (persaudaraan
kemanusiaan).
3) Memperkokoh kerukunan, baik intern umat beragama, antar umat
beragama, maupun antara umat beragama dengan Pemerintah.
c) Setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk:
1) Melakukan ghibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan.
76Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang
Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melaui Media Sosial, Bagian 2.
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2) Melakukan bullying, ujaran kebencian, dan permusuhan atas dasar suku,
agama, ras, atau antar golongan.
3) Menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan
baik, seperti info tentang kematian orang yang masih hidup.
4) Menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan, dan segala hal yang
terlarang secara syar’i.
5) Menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan/atau
waktunya.
d) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya
konten/informasi yang tidak benar kepada masyarakat hukumnya haram.
e) Memproduksi, menyebarkan dan/atau membuat dapat diaksesnya
konten/informasi tentang hoax, ghibah, fitnah, namimah, aib, bullying,
ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi kepada orang lain
dan/atau khalayak hukumnya haram.
f) Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau
kelompok hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan
secara syar’i.
g) Memproduksi dan/atau menyebarkan konten/informasi yang bertujuan
untuk membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar, membangun
opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan
kebenaran serta menipu khalayak hukumnya haram.
h) Menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak, padahal konten
tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke publik, seperti pose yang
mempertontonkan aurat, hukumnya haram.
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i) Aktifitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi
berisi hoax, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain
sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi
maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang
menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang
memfasilitasinya.
6. Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial yang diatur dalam Fatwa
Majelis Ulama Indonesi (MUI) Nomor 24 Tahun 2017
Majelis Ulama Indonesia memutuskan pedoman bermuamalah melalui media
sosial sebagai berikut 77:
a. Pedoman Umum
1) Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturrahmi,
menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan untuk kegiatan
positif di bidang agama, politik, ekonomi, dan sosial serta budaya.
2) Bermuamalah melalui media sosial harus dilakukan tanpa melanggar
ketentuan agama dan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
3) Hal yang harus diperhatikan dalam menyikapi konten/informasi di media
sosial, antara lain:
a) Konten/informasi yang berasal dari media sosial memiliki
kemungkinan benar dan salah.
b) Konten/informasi yang baik belum tentu benar.
c) Konten/informasi yang benar belum tentu bermanfaat.
b. Pedoman Verifikasi Konten/Informasi
77Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang
Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, Bagian 2.
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1) Setiap orang yang memperoleh konten/informasi melalui media
sosial (baik yang positif maupun negatif) tidak boleh langsung
menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses
tabayyun serta dipastikan kemanfaatannya.
2) Proses tabayyun terhadap konten/informasi bisa dilakukan dengan
langkah sebagai berikut:
a) Dipastikan  aspek  sumber  informasi  (sanad)nya,  yang meliputi
kepribadian, reputasi, kelayakan dan keterpercayaannya.
b) Dipastikan aspek kebenaran konten (matan)nya, yang meliputi isi
dan maksudnya.
c) Dipastikan konteks tempat dan waktu serta atar belakang saat
informasi tersebut disampaikan.
3) Cara memastikan kebenaran Informasi antara lain dengan langkah:
a) Bertanya kepada sumber informasi jika diketahui
b) Permintaan klarifikasi kepada pihak-pihak yang memiliki otoritas
dan kompetensi.
4) Upaya tabayyun dilakukan secara tertutup kepada pihak yang terkait,
tidak dilakukan secara terbuka di ranah publik (seperti melalui group
media sosial), yang bisa menyebabkan konten/informasi yang belum jelas
kebenarannya tersebut beredar luar ke publik.
5) Konten/informasi yang berisi pujian, sanjungan, dan atau hal-hal positif
tentang seseorang atau kelompok belum tentu benar, karenanya juga
harus dilakukan tabayyun.
c. Pedoman Pembuatan Konten/Informasi
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1) Pembuatan konten/informasi yang akan disampaikan ke ranah publik
harus berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:
a) menggunakan kalimat, grafis, gambar, suara dan/atau yang simpel,
mudah difahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.
b) konten/informasi harus benar, sudah terverifikasi kebenarannya
dengan merujuk pada pedoman verifikasi informasi sebagaimana
bagian A pedoman bermuamalah dalam Fatwa ini.
c) konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat.
d) Konten/informasi yang dibuat menjadi sarana amar ma’ruf nahi
munkar dalam pengertian yang luas.
e) konten/informasi yang dibuat berdampak baik bagi penerima dalam
mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan diri dari
kemafsadatan.
f) memilih diksi yang tidak provokatif serta tidak membangkitkan
kebencian dan permusuhan.
g) kontennya tidak berisi hoax, fitnah, ghibah, namimah, bullying, gosip,
ujaran kebencian, dan hal lain yang terlarang, baik secara agama
maupun ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
h) kontennya tidak menyebabkan dorongan untuk berbuat hal-hal yang
terlarang secara syar’i, seperti pornografi, visualisasi kekerasan yang
terlarang, umpatan, dan provokasi.
i) Kontennya tidak berisi hal-hal pribadi yang tidak layak untuk
disebarkan ke ranah publik.
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2) Cara memastikan kemanfaatan konten/informasi antara lain dengan jalan
sebagai berikut:
a) bisa mendorong kepada kebaikan (al-birr) dan ketakwaan (al-taqwa).
b) bisa mempererat persaudaraan (ukhuwwah) dan cinta kasih
(mahabbah)
c) bisa menambah ilmu pengetahuan
d) bisa mendorong untuk melakukan ajaran Islam dengan menjalankan
seluruh perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
e) tidak melahirkan kebencian (al-baghdla’) dan permusuhan (al-
‘adawah).
3) Setiap muslim dilarang mencari-cari aib, kesalahan, dan atau hal yang
tidak disukai oleh orang lain, baik individu maupun kelompok, kecuali
untuk tujuan yang dibenarkan secara syar’y seperti untuk penegakan
hukum atau mendamaikan orang yang bertikai (ishlah dzati al-bain).
4) Tidak boleh menjadikan penyediaan konten/informasi yang berisi tentang
hoax, aib, ujaran kebencian, gosip, dan hal-hal lain sejenis terkait pribadi
atau kelompok sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik
ekonomi maupun non-ekonomi, seperti profesi buzzer yang mencari
keutungan dari kegiatan terlarang tersebut.
d. Pedoman Penyebaran Konten/Informasi
1) Konten/informasi yang akan disebarkan kepada khalayak umum harus
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a) Konten/informasi tersebut benar, baik dari sisi isi, sumber, waktu
dan tempat, latar belakang serta konteks informasi disampaikan.
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b) Bermanfaat, baik bagi diri penyebar maupun bagi orang atau
kelompok yang akan menerima informasi tersebut.
c) Bersifat umum, yaitu informasi tersebut cocok dan layak diketahui
oleh masyarakat dari seluruh lapisan sesuai dengan keragaman
orang/khalayak yang akan menjadi target sebaran informasi.
d) Tepat waktu dan tempat (muqtadlal hal), yaitu informasi yang
akan disebar harus sesuai dengan waktu dan tempatnya karena
informasi benar yang disampaikan pada waktu dan/atau tempat yang
berbeda bisa memiliki perbedaan makna.
e) Tepat konteks, informasi yang terkait dengan konteks tertentu tidak
boleh dilepaskan dari konteksnya, terlebih ditempatkan pada konteks
yang berbeda yang memiliki kemungkinan pengertian yang berbeda.
f) Memiliki hak, orang tersebut memiliki hak untuk penyebaran, tidak
melanggar hak seperti hak kekayaan intelektual dan tidak melanggar
hak privacy.
2) Cara memastikan kebenaran dan kemanfaatan informasi merujuk pada
ketentuan bagian B angka 3 dan bagian C angka 2 dalam Fatwa ini.
3) Tidak boleh menyebarkan informasi yang berisi hoax, ghibah, fitnah,
namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis yang tidak layak
sebar kepada khalayak.
4) Tidak boleh menyebarkan informasi untuk menutupi kesalahan,
membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar, membangun
opini agar seolah-olah berhasil dan sukses, dan tujuan menyembunyikan
kebenaran serta menipu khalayak.
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5) Tidak boleh menyebarkan konten yang bersifat pribadi ke khalayak,
padahal konten tersebut diketahui tidak patut untuk disebarkan ke ranah
publik, seperti ciuman suami istri dan pose foto tanpa menutup aurat.
6) Setiap orang yang memperoleh informasi tentang aib, kesalahan, dan atau
hal yang tidak disukai oleh orang lain tidak boleh menyebarkannya
kepada khalayak, meski dengan alasan tabayun.
7) Setiap orang yang mengetahui adanya penyebaran informasi tentang aib,
kesalahan, dan atau hal yang tidak disukai oleh orang lain harus
melakukan pencegahan.
8) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam angka 7 dengan cara
mengingatkan penyebar secara tertutup, menghapus informasi, serta
mengingkari tindakan yang tidak benar tersebut.
9) Orang yang bersalah telah menyebarkan informasi hoax, ghibah, fitnah,
namimah, aib, ujaran kebencian, dan hal-hal lain sejenis kepada khalayak,
baik sengaja atau tidak tahu, harus bertaubat dengan meminta mapun
kepada Allah (istighfar) serta; (i) meminta maaf kepada pihak yang
dirugikan (ii) menyesali perbuatannya; (iii) dan komitmen tidak akan
mengulangi.
C. Pengguna Media Sosial di UIN Alauddin Makassar
Pengguna diartikan sebagai orang yang menggunakan. Dalam hal ini orang yang
menggunakan media sosial. Dalam kamus besar bahasa Indonesia media adalah alat
(sarana) komunikasi juga diartikan sebagai perantara atau penghubung.78 Sedangkan
sosial berkenaan dengan masyarakat.79
78 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 298.
79 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, h. 482.
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Media sosial biasa digunakan untuk berbagai hal dalam kehidupan, misalnya
berhubungan dengan orang lain, hiburan, berjejaring dengan rekan kerja dan teman
kampus. Dewasa ini penggunaan media sosial pun bukan hanya mengubah cara orang
berkomunikasi, tetapi juga mengubah orang berbisnis, mengubah komunikasi
pemerintahan, dan mengubah kehidupan masyarakat.
Menurut data yang dipublikasikan We Are Social, dari 7,4 miliar penduduk
bumi, 3,7 miliarnya telah terhubung dengan internet. Dari jumlah pengguna internet,
miliaran orang merupakan mengakses media sosial tiap harinya. Angka ini dilaporkan
terus meningkat. Pada 2018, diperkirakan jumlah pengguna media sosial bakal
mencapai 2,44 miliar.80 Senada dengan hal tersebut Kominfo Kementerian
Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan pengguna internet di
Indonesia saat ini mencapai 63 juta orang. Dari angka tersebut, 95 persennya
menggunakan internet untuk mengakses jejaring sosial.81 Melihat kenyataan tersebut,
tidak dapat dipungkiri lagi bahwa media sosial kini seolah wajib dimiliki oleh
masyarakat di Indonesia tidak terkecuali masyarakat kampus termasuk masyarakat
kampus UIN Alauddin Makassar. UIN Alauddin Makassar adalah salah satu kampus
negeri berbasis Islam yang ada di Indonesia.
Hampir semua lapisan masyarakat kampus tersebut memiliki akun media
sosial, mulai dari pimpinan atau yang biasa disebut rektor dan jajarannya, dosen,
pegawai terlebih lagi mahasiswa dan mahasiswi yang sudah menjadikan media sosial
sebagai kebutuhan sehari-hari dalam berkomunikasi dan mencari informasi. Dewasa
80Agustin Setyo Wardani, “5 Fakta media sosial yang merubah dunia”, Tekno Liputan6.com.
06 Sep 2017. http://tekno.liputan6.com/read/3083025/5-fakta-media-sosial-yang-mengubah-dunia (22
November 2017).
81Komisi Informasi (Kominfo) Kementerian Komunikasi dan Informatika, ”Pengguna Internet
di Indonesia 63 Juta Orang” Situs Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).
https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/...Pengguna.../berita_satker (22 November 2017).
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ini bermedia sosial semakin tidak terbatas dan dilakukan sesuai kehendak yang
bersifat pribadi yang terkadang menyinggung, menjelek-jelekkan orang lain dan
dengan hal tersebut terjadilah berbagai hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai
keIslaman. Pada dasarnya UIN Alauddin Makassar ini sangat menjunjunjung tinggi
nilai-nilai keagamaan yang seharusya menjadi tauladan bagi masyarakat dalam
bermedia sosial yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam.
D. Kerangka Konseptual
Pesan al-Quran dan hadis yang bersifat universal, menjelaskan semua aspek
yang ada dalam kehidupan umat manusia, tentunya bagi orang beriman selalu
menjadikan keduanya sebagai rujukan dan sandaran utama dalam setiap kejadian.
Menciptakan rasa aman dan menegakkan keadilan merupakan sebuah kewajiban , dan
bahkan menjadi tuntutan sunnah yang harus diikuti.82 Olehnya itu, dalam bermedia
sosial pengguna wajib mengetahui peraturan baik yang berasal dari pemerintah yaitu
Undang-Undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektonik juga
mengetahui hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial berdasarkan
fatwa majelis ulama Indonesia yang telah ditetapkan. Dengan demikian penggunakan
media sosial akan lebih teratur dan lebih nyaman terhindar dari banyaknya
penyalahgunaan yang sedang marak saat ini. Adapun yang menjadi kerangka
konseptual dalam kajian ini sebagai berikut:
“Kedudukan Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 dan Fatwa
MUI No. 24 Tahun 2017 serta Implementasinya Terhadap Pengguna Media Sosial di
UIN Alauddin Makassar”.
Tabel 2.
82Lomba Sultan dan Abd. Halim Talli. Peradilan Islam dalam Lintas Sejarah (Cet. I;
Makassar: Alauddin Press, 2012), h. 3.
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UU ITE DAN FATWA
MUI TENTANG MEDIA
SOSIAL ADALAH
DASAR HUKUM
PENGGUNA MEDIA
SOSIAL DI UIN
ALAUDDIN
MAKASSAR
TERWUJUDNYA
NORMA DAN HUKUM
DALAM BERMUAMALAH
MELALUI MEDIA SOSIAL
AL-QUR’AN, HADIS
DAN IJTIHAD
ADALAH DASAR
HUKUM ISLAM
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Penjelasan skema diatas:
- Penggunaan media sosial diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
dan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 ;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik yang berlaku adalah dasar hukum perbuatan yang dilarang dan
sanksi pidana terhadap terpenyalahgunaan Informasi dan Transaksi Elektronik,
sementara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 adalah
Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial yang berlandaskan
sumber- sumber hukum Islam diperuntukkan untuk seluruh umat Islam yang
menggunakan media sosial;
- Analisis Kedudukan dan pengetahuan dalam mengimplementasikan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum
dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial sebagai peraturan yang telah
ditetapkan dalam bermedia sosial sebagai dasar dalam berperilaku hukum
melalui media sosial;
- Sehingga melahirkan norma pengguna media sosial yang sesuai dengan hukum
yaitu Undang-Undang ITE dan Fatwa MUI sebagai hukum yang berlaku di
Indonesia dan sesuai dengan ajaran agama Islam di UIN Alauddin Makassar.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Jenis dan Lokasi Penelitian
Penelitian merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan
sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi
untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban. Hakekat penelitian
dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong peneliti untuk
melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, diantaranya
dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Motivasi dan tujuan penelitian
secara umum pada dasarnya adalah sama, yaitu bahwa penelitian merupakan refleksi
dari keinginan manusia yang selalu berusaha untuk mengetahui sesuatu. Keinginan
untuk memperoleh dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dengan demikian
peneliti akan menjelaskan jenis dan lokasi penelitian agar dapat diketahui jenis
penelitian yang digunakan serta batasan lokasi penelitian.
1. Jenis Penelitian
Sugiyono menyatakan pada penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan
pada natural setting dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi
berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi.1 Sementara menurut
Suharsimi Arikunto penelitian lapangan (field research) merupakan jenis penelitian
yang bersifat deskriptif kualitatif yakni data yang diperoleh berupa kata-kata, gambar,
prilaku, tidak dituangkan dalam bentuk bilangan atau angka statistik melainkan tetap
dalam bentuk kualitatif yang memiliki arti lebih dari sekedar angka atau frekuensi
1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010),
h. 63.
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serta mengumpulkan informasi suatu gejala yang dengan menggambarkan suatu
keadaan menurut “apa adanya” mengenai suatu gejala atau keadaan.2
Terkait dengan penelitian yang akan diteliti, maka jenis penelitian ini
merupakan penelitian lapangan (field research). Bila dilihat dari jenis datanya,
penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang akan
menjelaskan “Kedudukan Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 dan
Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 serta Implementasinya Terhadap Pengguna Media
Sosial di UIN Alauddin Makassar”
Dalam penelitian ini nantinya ingin memperoleh gambaran yang lebih jelas
tentang kedudukan Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 dan Fatwa
MUI No. 24 Tahun 2017 dalam tata hukum perundang-undangan yang ada di
Indonesia serta implementasinya terhadap pemahaman pengguna media sosial yang
ada di UIN Alauddin Makassar. Sehingga dapat dimengerti perilaku yang baik dalam
bermedia sosial sesuai ketentuan yang telah diterapkan oleh pemerintah.
Dikatakan penelitian deskriptif karena dalam penelitian ini yang ingin
diperoleh adalah gambaran yang lebih jelas tentang situasi-situasi sosial dengan
memusatkan pada aspek-aspek tertentu dan sering menunjukkan pengaruh antara
berbagai variabel.3
2. Lokasi Penelitian
Mengenai lokasi penelitian, nantinya peneliti akan meneliti di Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar Jl. Yasin Limpo No. 36 Samata-Gowa (Kampus II),
2Suharsimi Arikunto, Menejemen Penelitian (Cet. IV; Jakarta : Rineka Cipta, 1998), h. 99
3Riduan, Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian (Bandung: Alfabeta, 2009), h.
65.
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Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Fakultas Syariah dan Hukum dan Fakultas Ilmu
Kesehatan.
Lokasi tersebut dipilih sebagai objek peneliti dengan pertimbangan bahwa
penelitian yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya juga dengan
alasan masyarakat kampus di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang dianggap
mengerti tata cara komunikasi yang baik dan benar sesuai dengan latar belakang
disiplin ilmunya namun pada kenyataannya terdapat kasus dugaan pelanggaran UU
ITE yang saat ini sedang dalam proses penyelesaian dikepolisian yang termasuk di
dalamnya beberapa dosen fakultas tersebut, masyarakat kampus di Fakultas Syariah
dan Hukum yang dianggap mengerti dan memahami hukum positif dan hukum Islam
juga penerapannya dan kemudian masyarakat kampus lain yang ada di UIN Alauddin
Makassar yang menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari tanpa
pengetahuan yang lebih mendalam mengenai hukum dan bermedia sosial yang baik
dibandingkan dua fakultas sebelumnya dan dengan tujuan untuk mendapatkan hasil
yang lebih optimal di dalam penelitian dengan judul “Kedudukan Undang-Undang
ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 dan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 serta
Implementasinya Terhadap Pengguna Media Sosial di UIN Alauddin Makassar”.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang dipergunakan dalam penelititan ini adalah pendekatan
yuridis, yakni melihat objek yang dibahas dari sudut pandang peraturan perundang-
undangan dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia.
C. Sumber Data
Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, maka sumber
data yang penulis gunakan yaitu dari data primer dan data sekunder. Data primer
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adalah sumber data yang diperoleh langsung dari narasumber, yakni: Masyarakat
Kampus UIN Alauddin Makassar dalam hal ini yang pernah mengalami dan terlibat
langsung dalam kasus dugaan pelanggaran UU ITE dan masyarakat kampus lainnya
yang menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari dan pernah melakukan
hal yang dianggap melanggar UU ITE dan melakukan hal-hal yang tidak sesuai
dengan isi fatwa MUI tentang hukum dan pedoman bermuamalah dalam media sosial.
Sementara data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur seperti buku-
buku, majalah, internet, media cetak serta sumber lain yang di anggap relevan dengan
sasaran penelitian. Setelah data yang di peroleh terkumpul, selanjutnya dilakukan
inventarisasi data, pengolahan data, dan analisis data.
D. Metode  Pengumpulan Data Penelitian
Jika dilihat dari cara mendapatkan informasi, penelitian ini termasuk
penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian untuk memperjelas kesesuaian
antara konsep atau teori dengan praktek yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti. Data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan. Validitas data
dapat ditingkatkan kualitas dari pengambil datanya sendiri cukup valid. Untuk
mempermudah dalam menganalisa data.
Berdasarkan hal di atas maka peneliti disini akan menggunakan tehnik
pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi/pengamatan
Observasi/pengamatan ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis
terhadap gejala-gejala yang diteliti.4 Koentjoroningrat menyatakan bahwa teknik
4Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metode Penelitian Sosial (Cet. V; Jakarta: PT.
Bumi Aksara, 2004), h. 54
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observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diakukan dengan cara
mengamati dan mencatat dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.5
Metode observasi ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung
penerapan UU ITE dalam kasus dugaan penghinaan dan pemahaman pengguna media
sosial yang ada di UIN Alauddin Makassar terhadap adanya peraturan perundang-
undangan dan fatwa majelis ulama Indonesia tentang hukum dan pedoman
bermuamalah melalui media sosial.
2. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu
dilakukan dengan dua pihak, yakni pewawancara merupakan orang yang mengajukan
pertanyaan dan yang diwawancarai adalah orang yang memberikan jawaban atas
pertanyaan itu,6 atau disebut dengan informan. Kegunaan wawancara adalah untuk
mendapatkan data dari sumber utama dan pelengkap dari penelitian.
Metode wawancara atau interview terpimpin7 ini dilakukan dengan cara
mewawancarai beberapa dosen yang terlibat dalam dugaan kasus penghinaan dan
masyarakat kampus lainnya yang menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-
hari.
3. Dokumentasi
Metode pengumpulan data melalui dokumentasi merupakan pelengkap dalam
penelitian kualitatif setelah teknik observasi dan wawancara. Dokumentasi adalah
cara mendapatkan data dengan menelaah referensi-referensi mempelajari dan
5Koentjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1991), h. 13
6Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet. XXVII; Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2010), h. 180.
7Wawancara atau interview terpimpin, yaitu mengadakan tanya jawab atau dialog dengan
menggunakan pedoman atau garis-garis besar tentang masalah yang akan diteliti, Cholid Narbuko dan
Abu Ahmadi, Metodologi Penelitian (Cet. VIII; Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 84.
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mencatat buku-buku arsip, dokumen, foto-foto yang berkaitan dengan fokus masalah
penelitian.8 Berkaitan dengan penelitian ini, maka peneliti akan mengambil
dokumentasi/pengumpulan data, yang secara langsung dari pengguna media sosial di
UIN Alauddin Makassar.
E. Instrumen Penelitian
Dalam penelitian kualitatif yang menjadi intrumen atau alat penelitian adalah
penelitian sendiri dengan bantuan orang lain sebagai alat pengumpul data utama,
sebab manusialah sebagai alat yang dapat berhubungan dengan objek yang dikaji.
Penelitian sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian. Dengan
tujuan melakukan pengumpulan data, menilai kualits data, analisis data, menafsirkan
data dan membuat kesimpulan atas temuan nantinya.9 Agar validitas hasil penelitian
bisa bergantung pada kualitas instrumen pengumpulan data.10
Ada beberapa jenis instrumen yang digunakan peneliti yaitu:
1. Panduan observasi, adalah alat bantu yang dipakai sebagai pedoman
pengumpulan data  pada peroses penelitian.
2. Pedoman wawancara, adalah alat bantu berupa daftar-daftar pertanyaan yang
dipakai dalam mengumpulkan data.
3. Data dokumentasi, adalah catatan peristiwa dalam bentuk tulisan langsung atau
arsip-arsip, serta foto kegiatan pada saat penelitian.
8A. Kadir Ahmad, Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif (Makassar: Indobis Media
Center, 2003), h. 116.
9Neong Muhajir, Metedologi Penelitian Kualitatif (Cet. VIII; Yogyakarta: Rake Selatan,
1998), h. 308.
10Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Cet. IV; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 34.
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F. Teknik Pengolahan Data
Analisis data yang merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis
data yang diperoleh dari hasil wawancara, obsevsi dan dokumentasi dengan cara
mengorganisasikan data kedalam kategori, menyusun kedalam pola, selanjutnya
memilih data yang penting dan akan dianalisa, kemudian membuat kesimpulan
sehingga mudah dipahami oleh peneliti sendiri maupun orang lain.11
Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan teknik pengolahan data kualitatif
dengan cara:
1. Reduksi Data
Reduksi data merupakan aktivitas memilih dan memilah data yang dianggap
relevan dan penting yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Mereduksi data
berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang
penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi
akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk
melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan.
Dalam mereduksi data, setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.
Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah pada temuan. Dengan demikian reduksi
data dapat dibantu dengan peralatan, seperti komputer, notebook, dan lain
sebagainya.
2. Display Data (Penyajian Data)
Penyajian data dalam bentuk kualitatif yakni Setelah data direduksi, maka
langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, dimana
penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat atau kedalam bentuk naratif
11Burhan Bungin, Analisis Data Kualitatif: Pemahaman Filosofi dan Metodologi ke Arah
Penguasaan  Model Aplikasi (Cet. III; Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 209.
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deskriptif (pengungkapan secara terstulis).12 Dengan tujuan untuk memudahkan
dalam mendeskripsikan penelitian sehingga memudahkan untuk mengambil
kesimpulan.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi data
Langkah ketiga dalam pengelolaan data dalam penelitian kualitatif, adalah
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Data yang sudah dipolakan, kemudian
difokuskan dan disusun secara sistematik dalam bentuk naratif, kemudian melalui
induksi data tersebut disimpulkan. Kesimpulan diverifikasi selama penelitian
berlansung. Analisis data ini bertujuan untuk menyederhanakan data yang
disimpulkan sehingga memudahkan penulis dalam menafsirkannya.13
Setelah semua data terkumpul yang melalui observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Maka data-data tersebut akan dianalisa kedalam analisis kualitatif yang
merupakan teknik pengeolaan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka
mendeskripsikan atau membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis
konseptual.
G.Pengujian Keabsahan Data
Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila
tidak  ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya
terjadi  pada objek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data
menurut penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada
kemampuan peneliti mengkontruksi fenomena yang diamati, serta dibentuk dalam
diri seseorang sebagai hasil proses mental tiap individu dengan berbagai latar
12Sugiono, Metodologi Penelitian  Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D
(Cet. XI; Bandung Alfabeta, 2010), h. 249.
13Sugiono, Metodologi Penelitian  Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
h. 99.
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belakangnya. Dalam objek yang sama peneliti yang berlatar belakang pendidikan
akan menemukan data yang berbeda dengan penelitian yang berlatar belakang
Hukum, Manajemen, Antropologi, Sosiologi, Kedokteran, Teknik dan sebagainya.
Menguji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility
(Validitas internal), transferability (validitas eksternal), dependability (reliabilitas),
dan confirmability (objektivitas).14 Dalam menguji keabsahan data peneliti
menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan hal-hal di luar data untuk menguji kevalidan data yang telah didapat.
Peneliti memeriksa keabsahan data dengan membanding kan data hasil wawancara
dengan data hasil observasi.
14Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan ilmu
sosial lainnya (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2010), h. 254.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau UIN Alauddin adalah
Perguruan Tinggi Islam Negeri yang berada di Makassar. Penamaan UIN di Makassar
dengan Alauddin diambil dari nama raja Kesultanan Gowa yang pertama memeluk
Islam dan menerima agama Islam sebagai agama kerajaan.1
1) Sejarah
Sejarah perkembangan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang
dulu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar melalui beberapa fase
yaitu:2
a. Fase tahun 1962 s.d 1965
Pada mulanya IAIN Alauddin Makassar yang kini menjadin UIN Alauddin
Makassar berstatus Fakultas Cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, atas
desakan Rakyat dan Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan serta atas persetujuan
Rektor IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Menteri Agama Republik Indonesia
mengeluarkan Keputusan Nomor 75 tanggal 17 Oktober 1962 tentang penegerian
Fakultas Syari'ah UMI menjadi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Cabang Makassar pada tanggal 10 Nopember 1962. Kemudian menyusul penegerian
Fakultas Tarbiyah UMI menjadi Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
1“UIN Alauddin Makassar”, Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas,
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Alauddin_Makassar (17 Januari 2018).
2Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sejarah UIN, Situs resmi Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, http://www.uin-alauddin.ac.id/sejarah (17 Januari 2018).
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Cabang Makassar pada tanggal 11 Nopember 1964 dengan Keputusan Menteri
Agama Nomor 91 tanggal 7 Nopember 1964. Kemudian Menyusul pendirian
Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta cabang Makassar tanggal 28
Oktober 1965 dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 77 tanggal 28 Oktober
1965.3
b. Fase tahun 1965 s.d 2005
Dengan mempertimbangkan dukungan dan hasrat yang besar dari rakyat dan
Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap pendidikan dan pengajaran agama
Islam tingkat Universitas, serta landasan hukum Peraturan Presiden Nomor 27 tahun
1963 yang antara lain menyatakan bahwa dengan sekurang-kurangnya tiga jenis
fakultas IAIN dapat digabung menjadi satu institut tersendiri sedang tiga fakultas
dimaksud telah ada di Makassar, yakni Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah dan
Fakultas Ushuluddin, maka mulai tanggal 10 Nopember 1965 berstatus mandiri
dengan nama Institut Agama Islam Negeri Al-Jami'ah al-Islamiyah al-Hukumiyah di
Makassar dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 79 tanggal 28 Oktober 1965.
Penamaan IAIN di Makassar dengan Alauddin diambil dari nama raja
Kerajaan Gowa yang pertama memeluk agama Islam dan memiliki latar belakang
sejarah pengembangan Islam pada masa silam, di samping mengandung harapan
peningkatan kejayaan Islam pada masa mendatang di Sulawesi Selatan pada
khususnya dan Indonesia bahagian Timur pada umumnya. Ide pemberian nama
"Alauddin" kepada IAIN yang berpusat di Makassar tersebut, mula pertama
dicetuskan oleh para pendiri IAIN Alauddin , di antaranya adalah Andi Pangeran
3Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sejarah UIN, Situs resmi Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, http://www.uin-alauddin.ac.id/sejarah (17 Januari 2018).
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Daeng Rani, turunan dari Sultan Alauddin, yang juga mantan Gubernur Sulawesi
Selatan, dan Ahmad Makkarausu Amansyah Daeng Ilau, ahli sejarah Makassar.
Pada Fase itu, IAIN Alauddin yang semula hanya memiliki tiga buah
Fakultas, berkembang menjadi lima buah Fakultas ditandai dengan berdirinya
Fakuktas Adab berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 148 Tahun 1967
Tanggal 23 Nopember 1967, disusul Fakultas Dakwah dengan Keputusan Menteri
Agama RI No.253 Tahun 1971 di mana Fakultas ini berkedudukan di Bulukumba (
153 km arah selatan kota Makassar), yang selanjutnya dengan Keputusan Presiden RI
No.9 Tahun 1987 Fakultas Dakwah dialihkan ke Makassar, kemudian disusul
pendirian Program Pascasarjana (PPs) dengan Keputusan Dirjen Binbaga Islam Dep.
Agama No. 31/E/1990 tanggal 7 Juni 1990 berstatus kelas jauh dari PPs IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta yang kemudian dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 403
Tahun 1993 PPs IAIN Alauddin Makassar menjadi PPs yang mandiri.4
c. Fase Tahun 2005 s.d sekarang
Untuk merespon tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan perubahan
mendasar atas lahirnya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No.2 tahun
1989 di mana jenjang pendidikan pada Departemen Pendidikan Nasional R.I dan
Departemen Agama R.I, telah disamakan kedudukannya khususnya jenjang
pendidikan menegah, serta untuk menampung lulusan jenjang pendidikan menengah
di bawah naungan Departemen Pendidikan Nasional R.I dan Departemen Agama R.I,
diperlukan perubahan status Kelembagaan dari Institut menjadi Universitas, maka
atas prakarsa pimpinan IAIN Alauddin periode 2002-2006 dan atas dukungan civitas
44Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Sejarah UIN, Situs resmi Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, http://www.uin-alauddin.ac.id/sejarah (17 Januari 2018).
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Akademika dan Senat IAIN Alauddin serta Gubernur Sulawesi Selatan, maka
diusulkanlah konversi IAIN Alauddin Makassar menjadi UIN Alauddin Makassar
kepada Presiden R.I melalui Menteri Agama R.I dan Menteri Pendidikan Nasional
R.I. Mulai 10 Oktober 2005 Status Kelembagaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Alauddin Makassar berubah menjadi (UIN) Universitas Islam Negeri Alauddinn
Makassar berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia No 57 tahun
2005 tanggal 10 Oktober 2005 yang ditandai dengan peresmian penandatanganan
prasasti oleh Presiden RI Bapak Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4
Desember 2005 di Makassar.
Sejak berdirinya, IAIN Alauddin Makassar sampai berubah status menjadi
UIN Alauddin (1965 s.d sekarang) telah dipimpin oleh kuasa Rektor dan Rektor
sebagai berikut:5
a. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar
1) Haji Aroeppala (1965-1968)
2) Drs. H. Muhyiddin Zain (1968-1973)
b. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Ujung Pandang
1) Prof. H. Abdurrahman Syihab (1973-1979)
2) Drs. H. A. Moerad Oesman (1979-1985)
3) Dra. Hj. A. Rasdiyanah (1985-1994)
4) Drs. H. M. Shaleh A. Putuhena (1994-1998)
c. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Alauddin Makassar
1) Prof. Dr. H. Abd. Muin Salim (1998-2002)
5“UIN Alauddin Makassar”, Wikipedia bahasa Indonesia ensiklopedia bebas,
https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Alauddin_Makassar (17 Januari 2018).
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2) Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA (2002-2005)
d. Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar
1) Prof. Dr. H. Azhar Arsyad, MA (2005-2011)
2) Prof. Dr. H. A. Qadir Gasing H.T, M.S. (2011-2015)
3) Prof. Dr. Musafir Pababbri, M.Si. (2015-sekarang)
2) Visi dan Misi
a. VISI
Pusat Pencerahan dan Transformasi Ipteks Berbasis Peradaban Islam.
b. MISI
Sedangkan misinya adalah untuk:
1) Menciptakan atmosfir akademik yang representative bagi
peningkatan mutu Perguruan Tinggi dan kualitas kehidupan
bermasyarakat.
2) Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat yang merefleksikan kemampuan integrasi antara
nilai ajaran Islam dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni
(Ipteks).
3) Mewujudkan universitas yang mandiri, berkarakter, bertatakelola
baik, dan berdaya saing menuju universal riset dengan
mengembangkan nilai spiritual dan traadisi keilmuan.6
c. Tujuan
6Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Visi dan Misi, Situs resmi Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, http://www.uin-alauddin.ac.id/visi-misi (17 Januari 2018).
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1) Menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan terbangunnya
potensi insane yang kuat dengan pertimbangan kearifan local.
2) Terwujudnya kampus sebagai pusat pendidikan penelitian, dan
pengabdian kepada masyarakat yang berbasis integrasi keilmuan.
3) Terciptanya sistim manajemen, kepemimpinan, dan kelembagaan
yang sehat serta terwujudnya tata ruang, lingkungan, dan iklim
kampus yang islami.
4) Terwujudnya jejaring kerjasama dengan lembaga local, nasioal, dan
internasional.7
d. Motto
3P : Pencerdasan, Pencerahan, Prestasi (Intelligence, Enlightenment,
Achievement)
POLA ILMIAH POKOK
Pola ilmiah pokok Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar adalah
kajian Qur'an Hadits, perdamaian dan peradaban.8
FILOSOFI PENDIDIKAN
1) Manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa telah dilengkapi
dengan berbagai potensi dan kemampuan. Potensi dan kemampuan
itu pada hakekatnya adalah karunia Allah kepada manusia yang
semestinya dimanfaatkan dan dikembangkan, serta tidak boleh disia-
siakan. Pendidikan dan pengajaran pada umumnya berfungsi untuk
7Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Visi dan Misi, Situs resmi Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, http://www.uin-alauddin.ac.id/visi-misi (17 Januari 2018).
8Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Visi dan Misi, Situs resmi Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, http://www.uin-alauddin.ac.id/visi-misi (17 Januari 2018).
83
mengembangkan potensi dan kemampuan sesuai dengan sifat,
karakteristik, tingkat dan jenisnya yang berbeda-beda agar menjadi
aktual dan kehidupan sehingga berguna bagi orang yang
bersangkutan, masyarakat dan bangsanya serta menjadi bekal untuk
mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian usaha untuk
mengejahwantahkan mengarah potensi dan kemampuan tersebut
merupakan konsekuensi dari amanah Tuhan Yang Maha Esa.9
2) Dalam pembangunan nasional, manusia memiliki peranan yang
strategis yakni sebagai subjek pembangunan. Untuk dapat
memainkan perannya sebagai subjek pembangunan, manusia
Indonesia perlu dikembangkan menjadi manusia yang utuh paripurna
melalui upaya pendidikan yang berkelajutan yang dilaksanakan
secara terus menerus sampai kepada jenjang pendidikan tinggi
sehingga dengan demikian manusia indonesia mampu memerkarkan
potensinya seoptimal mungkin untuk menjadi sumber daya
pembagunan yang berkualitas andal dan profesional.10
3) Pendidikan nasional di selenggarakan secara demokratis dan
berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak
asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan
bangsa. Pemerintah berusaha memberikan kesempatan yang sama
(equal Opportunity) dan seluas-luasnya kepada semua warga negara
9Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Visi dan Misi, Situs resmi Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, http://www.uin-alauddin.ac.id/visi-misi (17 Januari 2018).
10Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Visi dan Misi, Situs resmi Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, http://www.uin-alauddin.ac.id/visi-misi (17 Januari 2018).
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untuk mendapatkan dan menikmati pendidikan dalam kerangka
mewujudkan salah satu tujuan nasional yang tercantum dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yakni
mencerdas kan kehidupan bangsa. Pendidikan Nasional yang
berkesinambungan pada akhirnya akan dibatasi oleh kondisi obyektif
peserta didik itu sendiri, kesiapan dan kemauannya untuk
berkembang dan mencapai keunggulan pendidikan. Oleh karena itu,
di perlukan upaya tidak hanya memberikan kesempatan yang sama,
tetapi juga memberikan perlakuan yang sesuai dengan kondisi
obyektif peserta didik sehingga tujuan pendidikan terwujud yakni
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi warga negara
yang demokratis serta bertanggungjawab.11
3) Struktur Organisasi
Struktur Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar diatur dalam
Peraturan Menteri Agama Nomor 5 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja
UIN Alauddin Makassar. Bab II Pasal 4 Peraturan Menteri Agama tersebut
menyebutkan bahwa UIN Alauddin Makassar terdiri atas :12
a. Dewan Penyantun
b. Rektor dan Pembantu Raktor
Berikut adalah daftar pimpinan di Universitas Islam Negeri (UIN)
Alauddin Makassar yang sedang menjabat:
11Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Visi dan Misi, Situs resmi Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, http://www.uin-alauddin.ac.id/visi-misi (17 Januari 2018).
12Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Struktur Organisasi, Situs resmi Universitas
Islam Negeri Alauddin Makassar, http://www.uin-alauddin.ac.id/struktur-organisasi (17 Januari 2018).
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1) Rektor: Prof. Dr. Musafir Pababbri, M.Si
2) Wakil Rektor I: Prof. Dr. Mardan, M.Ag
3) Wakil Rektor II: Prof. Dr. H. Lomba Sultan
4) Wakil Rektor III: Prof. Siti Aisyah, M.A., Ph.D
c. Senat Universitas
d. Fakultas
e. Program Pascasarjana
f. Lembaga Penelitian
g. Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat
h. Biro Adminstrasi Akademik dan Kemahasiswaan
i. Biro Administrasi Umum
j. Unit PelaksanaTeknis
k. Perpustakaan
l. Pusat Bahasa
m. Pusat Informasi dan Komputer
4) Fakultas
Dalam perubahan status kelembagaan dari Institut ke Universitas, UIN
Alauddin Makasar mengalami perkembangan dari lima buah Fakutas menjadi tujuh
buah Fakultas dan satu buah Program Pascasarjana (PPs) berdasarkan Peraturan
Menteri Agama RI Nomor 5 tahun 2006 tanggal 16 Maret 2006, yaitu:13
1) Fakultas Syariah dan Hukum
a) Ilmu Hukum
13Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas, Situs resmi Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, http://www.uin-alauddin.ac.id/struktur-organisasi (17 Januari 2018).
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b) Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
c) Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan
d) Perbandingan Mazhab dan Hukum
e) Hukum Ekonomi Islam
f) Ilmu Falaq
2) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
a) Pendidikan Agama Islam
b) Pendidikan Bahasa Arab
c) Manajemen Pendidikan Islam
d) Pendidikan Bahasa Inggris
e) Pendidikan Matematika
f) Pendidikan Fisika
g) Pendidikan Biologi
h) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (MI)
3) Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
a) Aqidah Filsafat
b) Kajian Agama-Agama
c) Instruktur Baca Tulis dan Terjemahan Al-Qur'an
d) Ilmu Politik
e) Pemikiran Politik Islam
f) Sosiologi Agama
g) Tafsir Hadits
4) Fakultas Adab dan Humaniora
a) Bahasa dan Sastra Arab
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b) Bahasa dan Sastra Inggris
c) Sejarah Kebudayaan Islam
d) Ilmu Perpustakaan
5) Fakultas Dakwah dan Komunikasi
a) Komunikasi Penyiaran Islam
b) Bimbingan Penyuluhan Islam
c) Pengembangan Masyarakat Islam
d) Manajemen Dakwah
e) Jurnalistik
f) Ilmu Komunikasi
6) Fakultas Sains dan Teknologi
a) Teknik Informatika
b) Biologi
c) Fisika
d) Kimia
e) Matematika
f) Ilmu Peternakan
g) Teknik Pengembangan Wilayah dan Kota
h) Teknik Arsitektur
i) Sistem Informasi
7) Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
a) Keperawatan
b) Kedokteran
c) Kesehatan Masyarakat
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d) Kebidanan
e) Farmasi
8) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
a) Ilmu Akuntansi
b) Ekonomi Islam
c) Ilmu Ekonomi
d) Manajemen
e) Perbankan Syariah
Program Pascasarjana
Magister (S2)
· Pendidikan Agama Islam
· Manajemen Pendidikan Islam
· Pendidikan Bahasa Arab
· Tafsir Hadits
· Ekonomi Syariah
· Dirasah Islamiyah
1. Syariah/Hukum Islam
2. Pemikiran Islam
3. Dakwah dan Komunikasi
4. Bahasa dan Sastra Arab
5. Sejarah dan Peradaban Islam
6. Perpustakaan dan Informasi Islam
Doktor (S3)
· Dirasah Islamiyah
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1. Pendidikan dan Keguruan
2. Syariah/Hukum Islam
3. Tafsir
4. Hadits
5. Pemikiran Islam
6. Dakwah dan Komunikasi
7. Sejarah Peradaban Islam
8. Pendidikan Bahasa Arab
9. Bahasa dan Sastra Arab
10. Ekonomi Islam
11. Masyarakat Islam
5) Lembaga. Unit Pelaksana Teknis dan Pusat Studi
UIN Alauddin Makassar memiliki beberapa lembaga, unit pelaksana teknis
(UPT) dan pusat studi sebagai berikut:14
1. Lembaga
a) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)
b) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M)
2. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
a) UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data
b) UPT Perpustakaan
c) UPT Pusat Bahasa
3. Pusat Studi
14Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Lembaga, Situs resmi Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar, http://www.uin-alauddin.ac.id/struktur-organisasi (17 Januari 2018).
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a) Pusat Studi Wanita
b) Pusat Studi Pengembangan Bisnis
B. Kedudukan Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 dan Fatwa
MUI No. 24 Tahun 2017
1. Kedudukan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan menjelaskan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah
peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan
dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui
prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d) Peraturan Pemerintah;
e) Peraturan Presiden;
f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota15
Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
15Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 angka 2.
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Undangan, maka kedudukan Undang-undang ITE ini merupakan suatu jenis peraturan
perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pada dasarnya UU ITE ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan
perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam UU ini, baik yang berada di wilayah
hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat
hukum di wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan
merugikan kepentingan Indonesia. Yang dimaksud merugikan kepentingan Indonesia
adalah meliputi, tetapi terbatas pada, kerugian yang ditimbulkan terhadap
kepentingan ekonomi nasional, perlindungan data strategis, harkat dan martabat
bangsa, pertahanan dan keamanan Negara, Kedaulatan Negara, warga Negara, serta
badan hukum Indonesia.
UU ITE ini memiliki jangkauan yurisdiksi tidak semata-mata untuk perbuatan
hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh WNI, tetapi juga berlaku
untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yurisdiksi) Indonesia
yang baik oleh WNI maupun WNA atau badan hukum Indonesia maupun badan
hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan TI
untuk Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik dapat bersifat Lintas Teritorial
atau Universal.
(Universality : Universal Interest jurisdiction: Setiap negara berhak
menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan, diperluas menjadi kejahatan
kemanusiaan (crime against humanity), genoside, pembajakan pesawat, dapat
diperluas : Internet privacy, hacking, cracking, viruses sepanjang termasuk very
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serious crime dikembangkan menjadi extra territorial jurisdiction (Sigid Suseno FH
UNPAD).16
2. Kedudukan Fatwa MUI
Kembali lagi melihat Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa Peraturan
Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang
mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan
Perundang-undangan.
Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d) Peraturan Pemerintah;
e) Peraturan Presiden;
f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
Jenis Peraturan Perundang-undangan selain yang disebutkan di atas,
mencakup peraturan yang ditetapkan oleh.
a) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
b) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
c) Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
16Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab sekitar Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2008
tentang Indormasi dan Transaksi Elektronik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 8-9.
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d) Mahkamah Agung (MA);
e) Mahkamah Konstitusi (MK);
f) Badan Pemeriksa Keuangan(BPK);
g) Komisi Yudisial (KY);
h) Bank Indonesia (BI);
i) Menteri;
j) badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-
Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang;
k) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
l) Gubernur;
m) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
n) Bupati/Walikota;
o) Kepala Desa atau yang setingkat.17
Jika merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut, maka kedudukan
Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang
mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia berada dalam elemen infra
struktur ketatanegaraan, karena pada dasarnya MUI adalah organisasi kumpulan
ulama Islam yang ada di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi untuk
pemberdayaan masyarakat khususnya umat Islam, artinya MUI adalah organisasi
yang ada dalam masyarakat, bukan merupakan institusi milik negara atau
merepresentasikan negara. Ini berarti fatwa MUI bukanlah hukum negara yang
17Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan, Pasal 1 angka 2.
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mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga
tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara.
Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur
ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam
yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun
tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam. Fatwa itu
sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari
individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan
sama sekali.
Menurut Moh Mahfud MD, Guru Besar Hukum Tata Negara, Ketua
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2008-2013 juga mengatakan bahwa dari
sudut konstitusi dan hukum, fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mengikat
dan tidak bisa dipaksakan melalui penegak hukum. Fatwa itu tidak lebih dari
pendapat hukum (legal opinion) yang boleh diikuti dan boleh tidak diikuti. Dari sudut
peraturan yang bersifat abstrak, fatwa baru bisa mengikat kalau sudah diberi bentuk
hukum tertentu oleh lembaga yang berwenang, misalnya dijadikan undang-undang
atau peraturan daerah sehingga menjadi hukum positif. Bahwa ada orang Islam yang
mau melaksanakan fatwa itu bisa saja sebagai kesadaran beragama secara pribadi,
bukan sebagai kewajiban hukum.
Fatwa MUI di depan pengadilan mempunyai kedudukan dan bisa dijadikan
keterangan dan atau pendapat ahli, bahkan doktrin, dalam rangka pembuktian kasus
konkret-individual (in concreto), bukan sebagai peraturan yang abstrak-umum (in
abstracto).
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Meskipun Fatwa MUI bukan merupakan salah satu suatu jenis peraturan
perundang-undangan yang diakui di Indonesia namun dalam perkembangannya,
beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia
(DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Sebab, keberadaannya sering
dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga
harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah. Jadi fatwa MUI itu tidak mengikat bagi
warga negara, tetapi bisa saja bersifat mengikat selama diserap ke dalam peraturan
perundang-undangan.
Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang
Hukum dan Pedoman bermuamalah melalui media sosial bukan merupakan salah saru
jenis peraturan yang diakui di Indonesia, juga belum diserap ke dalam peraturan
perundang-undangan yang diakui di Indonesia sehingga sifat fatwa tersebut tidak
mengikat.
C. Implementasi Undang-Undang ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 dan Fatwa
MUI No. 24 Tahun 2017 terhadap pengguna media sosial di UIN Alauddin
Makassar
Udang-undang ITE dan Fatwa MUI sebagai sebuah aturan yang ada di
Indonesia pada dasarnya memberikan pengaruh kepada masyarakat termasuk
masyarakat kampus UIN alauddin Makassar. Selanjutnya dijelaskan secara rinci
sebagai berikut:
1. Implementasi Undang-undang ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 terhadap
pengguna media sosial di UIN Alauddin Makassar
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Berbicara mengenai implementasi UU ITE di UIN Alauddin Makassar.
Pengaruhnya terbagi atas dua kelompok. Pertama, Implementasi UU ITE bagi
Pengguna media sosial yang pernah merasa dirugikan dengan penyalahgunaan media
sosial sesuai perbuatan yang dilarang dalam UU ITE kemudian diselesaikan diranah
hukum dan yang kedua, Implementasi UU ITE terhadap pengguna media sosial yang
pernah mengalami perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang tanpa membawa
masalah tersebut ke ranah hukum. Akibatnya terkadar pihak yang bersangkutan hanya
sebatas silaturahmi yang akan tidak terjalin dengan baik akibat hal tersebut.
a) Implementasi UU ITE bagi Pengguna media sosial yang pernah merasa
dirugikan dengan penyalahgunaan media sosial sesuai perbuatan yang
dilarang dalam UU ITE kemudian diselesaikan diranah hukum.
Pada dasarnya UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan
hukum sebagaimana diatur dalam UU ini, baik yang berada di wilayah hukum
Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di
wilayah Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan
kepentingan Indonesia.
Media sosial adalah salah satu media yang digunakan dalam teknologi
informasi dan melakukan transaksi elektronik. Perkembangan penggunaan media
sosial pada saat ini sangat pesat. Media sosial menjadi kebutuhan sehari-hari manusia
dalam berkomunikasi. Hampir seluruh lapisan masyarakat saat ini telah emnggunakan
media sosial sebagai media komunikasi yang lebih canggih.
Pengguna media sosial sekarang lebih bebas mengutarakan pendapat pribadi
keranah publik. Dengan demikian terkadang perbuatan pengguna media sosial yang
seperti ini mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Misalnya
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mengakibatkan ketersinggungan dan perasaan terhina terhadap orang lain. Ini
diakibatkan pengguna media sosial belum memiliki ilmu tentang penggunaan media
sosial yang baik dan benar namun sudah menggunakan media sosial karena media
tersebut sudah tersedia namun penggunakan dengan alasan mengikuti perkemabngan
teknologi yang pada dasarnya hadir untuk memberi kemudahan dalam memberikan
informasi dan bertransaksi elektronik.
Salah satu anggota Majelis Ulama Indonesia juga sebagai dosen di UIN, Dr.
Nurman Said mengatakan:
Media sosial adalah produk masyarakat modern, sementara masyarakat di
Indonesia tidak semua bisa mengikuti apa yang ada dimasyarakat modern.
Masyarakat kita di Indonnesia adalah masyarakat yang belum bisa ikut
dengan gaya hidup masyarakat modern, masih tardisional,  masyarakat yang
lebih emosional dalam menyelesaikan masalah sementara masyarakat modern
lebih rasional dalam menyelesaikan masalah. Biasanya kalau orang yang lebih
rasioanal itu dipikr-pikir dulu  kalo masyarakat tradisional biasanya
responsive. Masyarakat Indonesia diberi sarana dalam menggunakan
teknologi modern namun pada saat bersamaan masyarakat belum siap
menggunakannya. Dengan belum siap itu masyarakat lebih konsumtif dan
banyak menjadi korban dan menimbulkan masalah dalam bermedia sosial.
Penggunanya. 18
Melihat tidak semua masyarakat Indonesia sebenarnya siap meneriam
perkembangan masyarakat modern dalam hal teknologi informasi sehingga harus ada
peraturan baik dari segi pemahaman agama dan dari segi kenegaraan agar tumbuh
kesadaran dalam berkomunikasi. Dengan hanya mengikuti perekbangan teknologi
tanpa mengetahu ilmu dan peraturan yang mengikutinya akan mengakibatkan
terjadinya kerugian terhadap diri sendiri dan orang lain sehingga terjadilah
18Dr. Nurman Said, M.A., Dosen UIN Alauddin Makassar / anggota MUI Sul-Sel,
Wawancara oleh penulis bertempat di Ruang Jurusan Pemikiran Islam, Pacasarjana UIN Alauddin
Makassar,  09 Februari 2018.
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penyalahgunaan teknologi melalu media sosial. Perkembangan media sosial yang
begitu pesat diikuti dengan beberapa peraturan pemerintah sebagai perlindungan
dalam bermedia yang semakin bebas. Salah satunya dengan UU ITE.
Pada dasarnya seluruh warga negara Indonesia termasuk pula masyarakat
kampus UIN Alauddin dapat menjadikan UU ITE sebagai payung hukum jika merasa
dirugikan dengan perbuatan yang dilarang yang terdapat didalam undang-undang ini.
Salah seorang dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Alauddin ternyata
pernah mengalami hal yang merugikan untuk dirinya melalui media sosial dan
kemudian dilaporkan kepihak kepolisian dengan tuduhan penghinaan berlandaskan
UU ITE . Dosen teresebut adalah Dr. Nursyamsi.
Dr. Nur Syamsiah, M. Pd.I., mengungkapkan:
Saya merasa pengguna media sosial sekarang ini bebas dan semaunya saja
dalam berkata-kata. Saya melaporkan 30 dosen anggota grup WhatsApp
dengan tuduhan penyalahgunaan teknologi dengan menggunakam UU ITE
pasal 27 ayat (3) yang berbunyi: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki
muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.19
Lebih jelas lagi Dr. Nur Syamsiah, M. Pd.I., mengungkapkan bahwa:
Sejauh ini implementasi UU ITE bagus, bermanfaat bagi saya karena laporan
saya diterima, dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, semua pihak yang
ada di grup WhatsApp tersebut telah dipanggil dan diperiksa. Ada hasilnya
karena sudah dipanggil satu persatu dan mengakui perbuatannya. Namun
belum maksimal karena para pihak belum ditangkap. Kasus sekarang telah
melewati masa penyidikan masih dalam tahap akan menghadirkan saksi ahli
bahasa dan ahli telekomunikasi.20
19Dr. Nur Syamsiah, M, Pd.I., Dosen/ Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi ,
UIN Alauddin Makassar, Wawancara oleh penulis di Ruang  Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan
Komunikasi, 30 Januari 2018.
20Dr. Nur Syamsiah, M, Pd.I., Dosen/ Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi ,
UIN Alauddin Makassar, Wawancara oleh penulis di Ruang  Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan
Komunikasi, 30 Januari 2018.
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Secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan
penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Dalam KUHP
diatur dengan tegas bahwa penghinaan merupakan delik aduan. Pada dasarnya
masalah ini akan diproses sehingga mendapatkan kepastian hukum ketika seseorang
mengadukan hal tersebut kepihak yang berwajib atas tuduhan yang disebutkan
sebelumnya.
Kasus ini disinyalir akan terus berlanjut sampai saksi-saksi tersebut telah
dihadirkan dan polisi mempunyai alasan kuat untuk melakukan penahan sesuai aturan
yang berlaku. Namun pada dasarnya UU ITE telah membarikan rasa aman, keadilan
walaupun kepastian hukum belum tercapai dan masih dalam proses.
Disisi lain, benar bahwa UU ITE bertujuan memberikan rasa aman, keadilan,
dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi namun
pada dasarnya harus ditinjau lebih mendalam oleh pihak yang berwajib mengenai hal-
hal pokok yang dituduhkan atau hal-hal yang dianggap merugikan sesuai dengan
maksud dan tujuan UU ITE ini. Perlu ditinjau lebih mendalam ungkapan-ungkapan
yang termasuk kategori penghinaan yang dimaksud dalam UU ITE tersebut. Salah
seorang dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang terlapor, Ramsiah T
menyatakan bahwa :
Media sosial adalah media untuk menyalurkan  apa yang dipikirkan, apa yang
dirasakan, menjadi sebuah ajang apresiasi sejauh ini itu bagus. Jika dianggap
ada yang melanggar dan meresahkan kemudian menyinggung pribadi orang
dan orang itu melaporkan. Setiap orang punya hak atas itu. Sejauh ini saya
merasa tidak pernah melanggar UU ITE ataupun mengeluarkan perkataan
dalam bentuk hinaan. Terkait kasus yang pernah terjadi di Fakultas ini, saya
memenuhi panggilan kepolisian sebagai saksi. Namun seharusnya orang-
orang yang paham mengenai UU ITE meletakkan pemahaman mereka dan
kesalahan ITE sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan hanya
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kesalahpahaman sedikit sudah langsung dikatakan melanggar UU ITE. Tidak
sesederhana itu. Harus dilihat dulu konteksnya, kemudian mengklaim bahwa
itu sebuah pelanggaran UU ITE.21
Implementasi UU ITE sangat dirasakan. Dengan adanya UU ini hak
melaporkan pihak yang merasa dirugikan bisa tersalurkan. Dengan ini tidak
dibenarkan mengeluarkan pendapat tanpa berpikir rasional terlebih dahulu. Adanya
beberapa kasus UU ITE membuat pengguna media sosial lebih hati-hati dalam
mengutarakan apresiasinya dalam media sosial.
Kembali melihat Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara esensi penghinaan,
pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik
seseorang, sehingga nama baik orang tersebut tercemar atau rusak. Dalam
menentukan adanya penghinaan, konten dan konteks menjadi bagian yang sangat
penting untuk dipahami. Tercemarnya atau rusaknya nama baik seseorang secara
hakiki hanya dapat dinilai oleh orang yang bersangkutan. Dengan kata lain, korbanlah
yang dapat menilai secara subyektif tentang konten atau bagian mana dari Informasi
atau Dokumen Elektronik yang ia rasa telah menyerang kehormatan atau nama
baiknya.
Konstitusi memberikan perlindungan terhadap harkat dan martabat seseorang
sebagai salah satu hak asasi manusia. Oleh karena itu, perlindungan hukum diberikan
kepada korban, dan bukan kepada orang lain. Orang lain tidak dapat menilai sama
seperti penilaian korban.
Dalam konten yang dipermasalahkan harus ada kejelasan identitas orang yang
dihina. Identitas tersebut harus mengacu kepada orang pribadi tertentu dan bukan
21Ramsiah Taruddin, M.Si., Dosen/ Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan
Komunikasi UIN Alauddin Makassar, Wawancara oleh penulis di Ruang  jurusan  Ilmu Komunikasi
24 Januari 2018.
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kepada pribadi hukum, bukan pula ditujukan kepada orang secara umum, atau kepada
sekelompok orang berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan.
Identitas dapat berupa gambar (foto), user name, riwayat hidup seseorang,
atau informasi lain lain yang berhubungan dengan orang tertentu yang dimaksud.
Identitas tersebut meskipun bukan identitas asli diketahui oleh umum bahwa identitas
tersebut mengacu pada orang yang dimaksud (korban) dan bukan orang lain.
Sedangkan, konteks berperan untuk memberikan nilai obyektif terhadap
konten. Pemahaman akan konteks mencakup gambaran mengenai suasana hati korban
dan pelaku, maksud dan tujuan pelaku dalam mendiseminasi informasi, serta
kepentingan-kepentingan yang ada di dalam pendiseminasian (penyebarluasan,
ed.) konten. Oleh karena itu, untuk memahami konteks, mungkin diperlukan pendapat
ahli, seperti ahli bahasa, ahli psikologi, dan ahli komunikasi.
Dengan demikian implementasi UU ITE dalam kasus ini sudah sesuai dan
sejalan dengan apa yang ada dalam UU. Setelah semua pihak yang terkait dipanggil
kemuadian akan dihadirkan saksi ahli bahasa dan ahli komunikasi untuk menganalisis
konteks yang ada dalam grup tersebut.
Kasus yang terjadi antara dosen di fakultas dakwah ini telah sampai pada
tahap mengadirkan ahli bahasa dan ahli komunikasi. Jadi pada dasarnya implementasi
UU ITE terhadap kasus tersebut sudah berjalan sesuai aturan yang berlaku. Semua
pihak yang terlibat telah dimintai keterangan dan memenuhi aturan hukum yang
berlaku demi terwujudnya kepastian hukum.
Pada dasarnya, dalam menyelesaikan masalah seharusnya harus diupayakan
proses mediasi karena tidak semua masalah harus diselesaikan dengan jalur hukum.
Berbicara media sosial, pada dasarnya terkadang hanya terjadi kesalahpahaman
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namun mediasi yang diupayakan pengaruhnya sangat kurang. Seperti yang
diungkapkan oleh salah satu dosen jurusan Ilmu Hukum FakultasSyariah dan Hukum,
Rahman Syamsuddi, S.H.,H.M., bahwa:
Masalah perkataan dalam media sosial, termasuk beberapa kasus yang telah
terjadi itu hanya persoalan adanya misskomunikasi. Maksud kalimat tidak
sampai. Terkadang maksud kalimat tidak seperti itu namun dianggap negatif.
Ini karena pemahaman kita tidak bisa langsung disamakan dengan
pemahaman orang lain. Hal-hal yang masih bisa dimaafkan, seharusnya
dimaafkan. Bisa dimediasi terlebih dahulu tanpa harus langsung keranah
hukum.22
Dalam kasus penghinaan yang melibatkan dosen-dosen di Fakultas Dakwah
dan Komunikasi tersebut, sebenarnya telah dilakukan upaya mediasi oleh Komisi
Disiplin UIN Alauddin Makassar namun pihak yang merasa dirugikan atas tuduhan
penghinaan tersebut merasa tidak puas dengan upaya mediasi sehingga kemudian
tetap melanjutkan permasalahan ini dikepolisian.
Dalam UU ITE ini tedapat beberapa asas hukum. Pertama, asas kepastian
hukum yang berarti landasan hukum bagi pemanfaatan Teknologi Informasi dan
Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang
mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan diluar pengadilan. Kedua, asas manfaat
yang berarti asas bagi pemanfaatan diupayakan untuk mendukung proses
berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ketiga. asas kehati-
hatian yang berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan untuk memperhatikan
segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian baik bagi dirinya maupun
bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.
Keempat, asas iktikad baik yang berarti asas yang digunakan para pihak dalam
22Rahman Syamsuddin, S.H, M.H. Dosen/ Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Alauddin Makassar, Wawancara oleh penulis di Ruang  jurusan Ilmu Hukum, 26
Januari 2018.
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melakukan Transaksi Elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa
sepengetahuan pihak lain tersebut. Kelima, asas kebebasan memilih teknologi atau
netral teknologi berarti asas pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat
mengikuti perkembangan teknologi pada masa yang akan datang.23
Dengan melihat asas kehati-hatian yang merupakan landasan bagi pengguna
media sosial untuk memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan
kerugian baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik ini menjadi pertimbangan bagi para pengguna
media sosial dalam mengeluarkan pendapat yang berhubungan dengan pihak lain.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengeluarkan pendapat yang
sifatnya membangun namun tidak membuat pihak lain merasa dirugikan. Itu dengan
kesadaran pengguna media sosial itu sendiri hubungannya terhadap pemahaman
komunikasi yang berlandaskan ajaran agama masing-masing demi kemaslahatan
sesama umat beragama.
Namun, jika ada pihak yang merasa dirugikan dan melaporkan dengan
tuduhaan UU ITE harus dipahami bahwa setiap orang dilindungi oleh hak pribadi
dalam akun media sosial miliknya. Dalam pemanfaatan teknologi informasi,
perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi. Kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi
melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan
atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam pemanfaatan teknologi informasi,
23Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab sekitar Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2008
tentang Indormasi dan Transaksi Elektronik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2009), h. 9-10.
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perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy
rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:
a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas
darisegala macam gangguan.
b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain
tanpa tindakan memata-matai.
c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang
kehidupan pribadi dan data seseorang. Setiap orang yang dilanggar haknya
dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU
ini.24
Disisi lain, biduk masalah yang menyeret beberapa dosen di Fakultas Dakwah
dan Komunikasi ini adalah adanya intervensi hak pribadi atas penggunaan informasi
melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan
atas persetujuan orang yang bersangkutan. Dalam masalah ini pihak yang merasa
dirugikan atas penghinaan tidak termasuk dalam grup WhatsApp yang dilaporkan.
Sebagai korban memang mempunyai hak untuk melaporkan hal tersebut namun pada
dasarnya informasi penghinaan terhadap dirinya diketahui dari salah seorang yang
mengeluarkan informasi tersebut tanpa sepengetahuan seluruh anggota yang ada
didalam grup itu. Jika anggota grup merasa dirugikan dengan penyebarluasan
informasi tanpa sepengetahuan semua anggota grup WhatsApp tersebut maka pada
dasarmya setiap orang yang dilanggar hak pribadinya dapat mengajukan gugatan atas
24Soemarno Partodihardjo, Tanya Jawab sekitar Undang-undang  Nomor 11 Tahun 2008
tentang Indormasi dan Transaksi Elektronik, h. 32-33.
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kerugian yang ditimbulkan berdasarkan UU ini. Selain itu hak atas pribadi khususnya
mengenai mengeluarkan pendapat jelas diatur dalam UU HAM.
Dalam UU HAM Nomor 39 Tahun 1999, pasal 23 ayat (2) berbunyi:
Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan
pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media
cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan,
ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa. 25
Kembali lagi melihat dari konteks perkataan yang dianggap sebagai
penghinaan dan akan diperkuat dengan menghadirkan ahli bahasa dan ahli
komunikasi.
b) Implementasi UU ITE terhadap pengguna media sosial di UIN Alauddin
Makassar yang pernah mengalami perbuatan yang dilarang dalam Undang-
undang namun tidak membawa masalah tersebut ke ranah hukum.
Hadirnya UU ITE sebagai landasan hukum terhadap perbuatan yang dilarang
dalam pengguna media sosial pada umunya memberi pengaruh yang cukup besar
terhadap pengguna-pengguna media sosial yang lain. Melihat dan mendenganr bahwa
penyalahgunaan media sosial yang demikian marak membuat banyak pengguna
media sosial lain lebih berhati-hati.
Tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang tanpa sadar dalam mengapresiasikan
sesuatu hal di media sosial dapat memberi dampak bermacam-macam terhadap orang
lain. Karena perlu dipahami bahwa menyampaikan sesuatu hal baik sekalipun
terkadang dapat berakibat buruk untuk orang lain. Cara menyampaikan informasi
yang akan menetukan positif negative hal tersebut. Senada dengan pendapat Dr.
Nurman Said yang menyatakan bahwa :
25Republik Indonesia, Undang-undang  Nomor 39 Tahun 1999 tetang Hak Asasi  Manusia,
pasal 23 ayat (2).
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Masyarakat kadang-kadang tidak paham bagaimana menyampaikan berita
yang benar yang berakibat baik bagi masyarakat sebab dengan media sosial
informasi itu gampang sekali berkembang, gampang sekali menyebar nah
masalahnya kadang-kadang masyarakat tidak paham betul bagaimana
memilah membedakan informasi yang benar dengan informasi yang tidak
benar . sebetulnya intinya disitu. Jai bukan penggunaan media nya dalam
pengertian alatnya tetapi tujuan dan cara menggunakannya yang menentukan .
kalau tujuannya untuk kebaikan dan disampaikan dengan cara yang baik pula
baik dalam artian yang pertama benar beritanya, kedua disampaikan dengan
cara dengan mudah orang bisa memahami sehingga komunikasi atau pesan itu
sampai dengan baik sebaliknya yang tidak baik adalah informasi itu ternyata
belum jelas , apakah itu benar atau tidak benar lalu yang kedua bisa saja benar
namun dapat menimbulkan persoalan itu juga akan menjadi tidak baik
jadinya. jadi pada dasarnya medianya itu netral tetapi orang yang
menggunakan media itu bisa saja menyampaikan hal-hal yang tidak benar dan
berakibat pada terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan itulah yang dilarang.26
Pengguna media sosial terkadang tidak menyadari bahwa yang disampaikan
adalah hal yang membuat kerugian terhadap pihak lain, menimbulkan rasa kebencian
atau permusuhan baik pribadi maupun kelompok yang pada dasarnya adalah
perbuatan yang dilarang dalam UU ITE pasal 28 yang berbunyi:
a) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong
dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam
Transaksi Elektronik.
b) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang
ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu
dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras,
dan antargolongan (SARA).
Perbuatan yang melanggar pasal 28 tersebut akan mendapatkan hukuman
sesuai ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 45 yang berbunyi: Setiap Orang yang
26Dr. Nurman Said, M.A., Dosen UIN Alauddin Makassar / anggota MUI Sul-Sel,
Wawancara oleh penulis bertempat di Ruang Jurusan Pemikiran Islam, Pacasarjana UIN Alauddin
Makassar,  09 Februari 2018.
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memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2)
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).27
Melihat ancaman hukum terhadap perbuatan tersebut, pengguna media sosial
lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat yang akan berdampak terhadap
orang lain. Senada dengan hal tersebut, salah satu dosen Fakultas Syariah dan
Hukum, Irfan, S. Ag, M. Ag, memaparkan bahwa:
Dengan adanya UU ITE pasal 28 ini sangat berpengaruh terhadap saying
selaku pengguna media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Membuat saya
berhati-hati dalam mengeluarkan kata-kata. Jangan sampai membuat oaring
lain tersinggung dan mengakibatkan adanya permusuhan. 28
Beberapa orang mahasiswa juga berpendapat bahwa dengan adanya peraturan
pemerintah yang berupa UU tersebut mau tidak mau harus dipatuhi dan ini demi
untuk kebaikan bersama. Seperti yang diungkapkan salah seorang mahasiswi jurusan
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Adi Nurhani Mufrih,
menyatakan bahwa:
Hampir semua teman-teman mengetahui adanya UU ITE. UU ini hadir
mengingatkan kita agar menggunakan media sosial dengan sebaik-baiknya,
ada aturannya, tidak boleh semena-mena, semau kita saja sebagai pengguna
jangan sampai ada yang tersinggung dengan pembicaraan kita dan itu akan
mengakibatkan masalah. Jadi dengan adanya UU ITE ini saya rasa teman-
teman lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, lebih memikirkan
apa yang seharusnya dibagikan dalam media sosial itu sendiri.29
Senada dengan hal tersebut, Ince Fachrunnisa M. dan Nurul Hadi, Mahasiswa
Fakultas Adab dan Humaniora memaparkan bahwa:
27Republik Indonesia, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Traksasi Elektronik, bab IX.
28Irfan, S. Ag, M. Ag, Dosen/ Sekretaris Jurusan Ilmu Falak, Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar, Wawancara oleh penulis di Ruang  jurusan Ilmu Falak, 26 Januari 2018.
29Adi Nurhani Mufrih, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar,
Wawancara oleh penulis bertempat di Fakultas Syariah dan Hukum, 09 Februari 2018
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Kami melihat teman-teman di UIN saat ini lebih berhati-hati dalam
menggunakan media sosial. Setelah mengetahui dari media dan berita bahwa ada
beberapa orang yang masuk penjara karena ucapan dan tingkah lakunya dalam
bermedia sosial. Selama ini sering terjadi permasalahan dan membuat beberapa teman
kami kecewa dalam bermedia sosial namun tidak ada yang sampai mengadukan ke
pihak berwajib karena masih bisa dimaafkan. Dengan adanya UU ITE ini dan
masalah-masalah yang terjadi kami menggunakan media sosial dengan seperlunya
saja, menggunakan untuk hal-hal yang positif saja.30
Umumnya masyarakat kampus UIN ini pernah mengalami hal-hal yang
termasuk dalam perbuatan yang dilarang UU ITE namun menganggap bahwa dengan
mediasi masalah tersebut bisa terselesaikan. Selain itu, membawa masalah ini ke
ranah hukum juga akan menyita banyak waktu dan tenaga sementara dalam hati
masih bisa menerima dan memaafkan hal tersebut. Salah satu dosen Fakultas Syariah
dan Hukum, Dr. Kurniati, M.H.I., menyatakan :
Temasuk saya pernah ditipu dalam bertransaksi elektronik, namun tidak
membawa masalah tersebut ke ranah hukum dengan mempertimbangkan
banyak hal. Namun ini menjadi pelajaran berharga bagi saya agar berhati-hati
dan hal tersebut tidak terulang kembali. 31
Pada dasarnya UU ITE ini menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang
melakukan transaksi secara elektronik dan melindungi masyarakat pengguna jasa
dengan memanfaatkan Teknologi Informasi namun kembali lagi dari pribadi masing-
masing akan mengadukan hal-hal yang dianggap sesuai dengan perbuatan yang
dilarang dalam UU ITE karena ini adalah delik aduan. Jika tidak ada yang
mengadukan maka tidak akan ada tindak lanjut dari pemerintah utamanya pihak yang
berwajib atas hal ini. Dampak negative yang ditimbulkan dengan tidak mengadukan
hal tersebut yakni pelaku atau orang-orang yang merugikan ini akan terus berlaku
30Ince Fachrunnisa M. dan Nurul Hadi, Mahasiswa Fakultas Adab dan Humaniora,
Wawancara oleh penulis bertempat di Dormitory., 08 Februari 2018.
31Dr. Kurniati, M.H.I., Dosen/ Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Ketatanegaraan, UIN
Alauddin Makassar, Wawancara oleh penulis bertempat di Ruang  jurusan HPK., 30 Januari 2018.
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seperti itu karena tidaka ada efek jera untuk dirinya. Namun ada hal lain ang bisa
dilakukan sebagai warga Negara yang baik yaitu mengingatkan kepada orang lain
bahwa hal yang dilakukan tersebut merugikan orang lain dan melanggar UU ITE
sehingga akan timbul kesadaran pribadi.
Namun pada kenyataannya kesadaran masing-masing pribadi itu masih sangat
kurang, dalam bermedia sosial seakan-akan beberapa orang masih mementingkan
keegoisannya dan kepentingan pribadinya sendiri sekalipun telah diingatkan dan
dijerat UU. Nengsi Nasir, mahasiswi jurusan KPI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi
berpendapat bahwa:
Terkadang teman-teman mengetahui bahwa hal tersebut melanggar hukum
namun tetap dilakukan karena mengingat bahwa orang-orang yang akan
melaporkan hal tersebut harus mempertimbangkan biaya, tenafa dan waktu,
juga beberapa orang lebih memilih untuk memaafkan perbuatan orang lain
tanpa harus melanjutkannya ke ranah hukum. Namun ini hanya sebagian kecil
dari teman-teman. Ada yang seperti itu namun sejauh ini yang mengetahui ada
UU sangat memperhatikan bagaimana berkomunikasi yang baik dengan
sesama. Disini kami juga diajarkan untuk berkomunikasi yang baik sesuai
ajaran agama. 32
Senada dengan hal tersebut, Dr. Irwanti Said menyatakan bahwa:
Sejauh ini saya melihat anak-anak saya di fakultas sangat mengamalkan UU
ITE tersebut, namun mungkin ada yang kadang tanpa sadar kebablasan dalam
bermedia sosial namun secara umum mereka memahami bagaimana
komunikasi yang baik sesuai aturan yang ada dalam UU ITE dan kami selaku
pembimbing selalu mengingatkan kepada anak-anak agar berkata dan
berkomunikasi yang baik agar terhindar dari penyakit hati dan juga termasuk
UU. 33
32Nengsi Nasir, Mahasiswi Jurusan Komisi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah Dan
Komuniksai UIN Alauddin Makakssar . Wawancara oleh penulis bertempat di Fakultas Dakwah  dan
Komunikasi UIN Alauddin Makassar,  26 Januari 2018.
33Dr. Irwanti Said, M. Pd., Dosen Fakultas  Dakwah dan Komunikasi/ Direktur Radio Syiar
UIN Alauddin Makassar, Wawancara oleh penulis bertempat di Studio Radio Syiar FM., 30 Januari
2018.
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Disisi lain, pemerintah berperan melindungi kepentingan umum dari segala
jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Teknologi Informasi dan Transaksi
Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki
data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Instansi atau institusi harus membuat
Dokumen Elektronik dan rekam cadang elektroniknya serta menghubungkannya ke
pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data.
2. Implementasi Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 terhadap pengguna media
sosial di UIN Alauddin Makassar
Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan
jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada
umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di dalam bersikapdan bertingkah laku.
Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para,
mujtahid (al-Fatwa fi Haqqil ‘Ami kal Adillah fi Haqqil Mujtahid), artinya,
kedudukan fatwa bagi kebanyakan, seperti dalil bagi mujtahid.34 Syariat Islam dengan
segala teks rujukan dan kaidahnya, sesaat pun tidak pernah mandek menghadapi
kenyataan-kenyataan hidup yang terus berubah, sejak masa para sahabat sampai
generasi setelah mereka.35
Fatwa mempunyai kedudukan penting dalam agama Islam. Fatwa atau
ketetapan ulama dipandang menjadi salah satu alternatif yang bisa memecahkan
kebekuan dalam perkembangan hukum Islam. Hukum Islam yang dalam
penetapannya tidak bisa terlepas dari dalil-dalil keagamaan (al-nushush al-syari’iyah)
34Zainuddin Ali, Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 127.
35Misbahuddin, Etika Reformasi Hukum: Suatu Tinjauan Teleologis. (Makassar: Alauddin
University Press, 2011), h. 68.
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menghadapi persoalan serius ketika berhadapan dengan permasalahan yang semakin
berkembang yang tidak tercangkup dalam nash-nash keagamaan. Nash-nash
keagamaan telah berhenti secara kuantitasnya, akan tetapi diametral permasalahan
dan kasus semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman.36 Dalam
kondisi seperti inilah fatwa menjadi salah satu alternatif jalan keluar mengurai
permasalahan dan peristiwa yang muncul.
Secara fungsional, fatwa memiliki fungsi tabyîn dan tawjîh. Tabyin artinya
menjelaskan hukum yang merupakan regulasi praksis bagi masyarakat, khususnya
masyarakat yang memang mengharapkan keberadaannya. Taujih, yakni memberikan
guidance (petunjuk) serta pencerahan kepada masyarakat luas tentang permasalahan
agama yang bersifat kontemporer.Fungsi tabyin dan tawjih fatwa terikat dalam fungsi
keulamaan, sehingga fatwa syar’iyah yang telah dikeluarkan sejak generasi sahabat,
tabi’in, tabiut tabi’in dan generasi sesudahnya hingga generasi ulama sekarang.
Karakteristik fatwa klasik lebih bersifat individual dan mandiri, kemudian dalam era
mazhab fatwa-fatwa yang dibuat berada dalam lingkup mazhab fiqh tertentu.
Sedangkan fatwa kontemporer sering bersifat lintas mazhab atau paduan (taufîq)
antar mazhab-mazhab.37
Fatwa seringkali menjadi medan wacana para ulama ushul fiqh dalam karya-
karya monumental. Dalam perspektif para ulama ushul fiqh, fatwa dimaknai sebagai
pendapat yang dikemukakan mujtahid sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan
mustafti pada suatu kasus yang sifatnya tidak mengikat. Mustafti bisa bersifat
36Maslihan Mohammad Ali, “Sejarah Revitalisasi Pemikiran Hukum dalam Metodologi
Fatwa”, dalam A. Dimyati, dkk., Rekonstruksi Metodologi Fatwa Perbankan Syariah, (Pati: CSIF,
2015), h. 21-22
37M. Irfan Riadi, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis
Yuridis Normatif)”, Jurnal ULUMUDDIN, Volume VI, Tahun IV, Januari – Juni 2010, h. 471.
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individual, institusi atau kelompok masyarakat.Produk fatwa tidak mesti diikuti oleh
mustafti, karenanya fatwa tidak memiliki daya ikat. 38Oleh karena itu, dilihat dari
kedudukannya dalam hukum Islam fatwa dalam definisi klasik bersifat “ikhtiyariyah”
(pilihan yang tidak mengikat secara legal), sedangkan bagi pihak selain mustafti
bersifat “iʽlamiyah” atau informatif yang lebih dari sekedar wacana informatif yang
lebih dari sekedar wacana.
Membahas mengenai implementasi fatwa khususnya Fatwa MUI No. 24
Tahun 2017 terhadap pengguna media sosial di UIN Alauddin Makassar terlebih
dahulu kembali melihat kedudukan fatwa yang pada dasarya tidak memiliki kekuatan
hukum yang mengikat bagi umat Islam yang ada di Indonesia dan termasuk pengguna
media sosial di UIN Alauddin sendiri. Pada umumnya masyarakat kampus kurang
memahami fatwa tersebut karena dari segi waktu fatwa ini masih terbilang baru dan
masih kurang dalam hal sosialisasi. Namun pada dasarnya mereka memahami hal-hal
yang terdapat dalam al-Quran dan hadis yang merupakan isi fatwa. Jadi secara tidak
langsung mereka selalu berperilaku sesuai dengan isi fatwa.
Salah seorang mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi, FDK , Irfa Sakina Pamun
menyatakan:
Saya memahami isi al-quran dan hadis yang melarang melakukan perbuatan
dalam bentuk menghina dan fitnah yang ada didalam fatwa tentang bermedia
sosial namun sebelum ada fatwa di fakultas juga kami sudah mempelajari
berkomunikasi yang sesuai ajaran agama. Jadi pada dasarnya kami semua
sudah melakukan hal-hal yang terdapat dalam fatwa tersebut.39
38M. Irfan Riadi, Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis
Yuridis Normatif), h. 472.
39Irfa Sakina Pamun, Mahasiswi Jurusan Ilmu Komuniksai Fakultas Dakwah Dan
Komuniksai UIN Alauddin Makakssar . Wawancara oleh penulis bertempat di Fakultas Dakwah  dan
Komunikasi UIN Alauddin Makassar,  09 Februari 2018.
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Berbicara mengenai kurangnya sosialisasi fatwa. Dr. Nurman Said selaku
salah satu anggota MUI, menegaskan bahwa:
Dalam mensosialisasikan fatwa biasanya yang diundang adalah para pemuka-
pemuka agama oleh katena itu jangkauannya masih sangat terbatas.
Sesungguhnya yang diharapkan adalah fatwa itu bisa sampai kepada para
muballiq yang langsung bersentuhan dengan masyarakat untuk
mensosialisasikan fatwa itu tetapi perlu diketahui juga bahwa  sesungguhnya
apa yang difatwakan oleh majelis ulama Indonesia pada dasarnya sudah ada
dIdalam ketentuan ajaran Islam al-qur’an dan hadis karena itu tanpa fatwa pun
sebetulnya masyarakat telah mengetahui bagaimana cara bermuamalah,
berinteraksi, bermedia sosial yang baik. Jadi tidak ada hal yang baru pada
dasarnya. Yang baru adalah penggunaan media karena penggunaan media
itukan berkembang terus menerus terutama perkembangan teknologi oleh
karena itu masalah penggunaan teknologi dalam ajaran islam hukumnya
mubah, boleh jadi dasar hukum mubah itu kalo tujuannya untuk kebaikan
hukumnya bisa menjadi sunnah dan wajib. tetapi disisi yang lain kalau yang
pada dasarnya boleh tetapi digunakan untuk sesuatu yang buruk hukumnnya
menjadi dilarang. sebetulnya intinya disitu.40
Fatwa merupakan pengingat bagi umat Islam agar terus terjaga dari
perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai denga ajaran agama.  Agar kesadaran dalam
masing-masing pribadi dapat terus ditingkatkan. Dalam bermedia sosial seharusnya
memahami tata cara berkomunikasi yang baik, bertutur kata yang baik dan kemudian
menggunakan media sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.
Namun pada kenyataanya masalah sosialisai menjadi kendala. Dr. Nurman said, M.A.
kembali menegaskan bahwa:
Biasanya masalah sosialisasi tidak bisa dilepaskan dari dukungan, terutam
sekali infrastruktur yang memungkinkan fatwa-fatwa itu bisa tersosialisasi
dengan baik. Yang saya maksudkan disini MUI sendiri tidak memiliki sumber
dana yang kuat untuk bisa menerbitkan dalam bentuk publikasi yang bisa
disebarkan secara luas karena membutuhkan dana yang banyak. Kemudia
masyarakat yang sebetulnya masih sangat kurang minat baca sekalipun ada
yang diterbitkan itu juga jarang ada yang membacanya,terkadang tau ada
40Dr. Nurman Said, M.A., Dosen UIN Alauddin Makassar / anggota MUI Sul-Sel,
Wawancara oleh penulis bertempat di Ruang Jurusan Pemikiran Islam, Pacasarjana UIN Alauddin
Makassar,  09 Februari 2018.
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fatwa namun tidak dibaca isinya. Islam adalah agama yang sangat mendukung
kemajuan jadi media sosial sudah pasti merupakan sesuatu yang diakomodasi
penggunaanya tetapi pada saat yang bersamaan media sosial bisa berdampak
positif namun pula bisa berdampak negatif. Harusnya penggunaan media
sosial harus dibarengi dengan pengetahuan. Masalah sosialisasi saya tidak
yakin pengusrus-pengurus MUI mengetahui semua fatwa namun biasanya
kalo MUI fatwanya dibukukan dalam satu buku. Harusnya semua masjid
dibagikan, semua sekolah dan universitas dapat eksamplar. namun pada
dasarnya tidak berarti menjadi persoalan karena tanpa fatwa sebenarnya sdh
ada di dalam alquran dan hadis.41
Kembali menelaah mengenai kasus penghinaan yang terjadi di fakultas
dakwah dan komunikasi. Jika diperhatikan ada pihak yang sengaja menyampaikan
hasil diskusi grup WhatsApp tertutup tersebut keluar dari area grup yang seharusnya
termasuk tindakan mengadudomba dan ini adalah perbuatan yang jelas dilarang oleh
agama dan termasuk perbuatan yang dilarang dan haram hukumnya dalam fatwa.
Selain itu terkadang tanpa sadar seseorang mengeluarkan pendapat yang
tenyata melukai hati orang lain. Hal ini harus diperhatikan dan semangat MUI untuk
mengingatkan hal tersebut telah dibuktikan dengan mengeluarkan Fatwa tentang
hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial ini. Sejauh ini dari kalangan
mahasiswa dan dosen yang menggunakan media sosial terkadang terjadi perselisihan
kecil yang membuat seseorang merasa kecewa dan membuat silaturahmi menjadi
terganggu. Namun masalah tersebut lambat laun terselesaiikan dengan permintaan
maaf dan saling pengertian dan kesadaran akan emosional seseorang yang terkadang
kurang terkontrol.
Dr. Patimah, S. Ag. M. Ag. menyatakan bahwa:
Di UINAM ini masih banyak yang kurang memperhatikan isi fatwa dan
secara tidak langsung itu adalah ajaran agama, karena ketika berkomunikasi
41Dr. Nurman Said, M.A., Dosen UIN Alauddin Makassar / anggota MUI Sul-Sel,
Wawancara oleh penulis bertempat di Ruang Jurusan Pemikiran Islam, Pacasarjana UIN Alauddin
Makassar,  09 Februari 2018.
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masih terkadang menyinggung dan membuat orang kecewa, berkata semaunya
namun itu hanya sebentar saja dan dengan seiring berjalannya waktu akan
hilang dan kemudian kembali membaik.42
Beberapa mahasiswi juga membenarkan hal tersebut, Hardiayanti mahasiswi
jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi menyatakan:
Kalau perkataan yang membuat seseorang tersinggung itu sudah menjadi hal
yang biasa dan terkadang terselesaikan sendiri. Sesama mahasiswa sering
terjadi candaan yang membuat seseorang kecewa namun pada akhirnya hal
tersebut tidak dipermasalahkan kembali.43
Mihrab mahasiswi jurusan Kimia, Fakutas sains dan Teknologi juga
menyatakan bahwa:
Hal-hal yang sebenarnya tidak dibenarkan dalam fatwa sering terjadi namun
lebih dianggap bercada sehingga yang awalnya kecewa akan lebih mengerti
bahwa itu hanya bercanda. Sejauh ini teman-teman saya sangat berhati-hati
dalam berkata-kata jika dalam keadaan serius karena sebagai umat islam
teman-teman mengetahui itu perbuatan yang dilarang dalam ajaran agama.44
Pada kenyataanya, masyarakat kampus memang sangat kurang dalam
mengetahui dan memahami isi fatwa MUI ini namun mereka memahami dan
meyakini bahwa isi fatwa adalah isi al-qur’an dan hadis yang senantiasa mereka
amalkan dalam kehidupan sehari-hari.
42Dr. Patimah, S. Ag. M. Ag., Dosen/ Sekretaris Jurusan Peradilan Agama, Fakultas Syariah
dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, Wawancara oleh penulis bertempat di Ruang Jurusan Peradilan
Agama,  26 Januari 2018.
43Hardianty, Mahasiswi Jurusan Fisika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Alauddin
Makassar, Wawancara oleh penulis bertempat di Ruang Jurusan Kimia, 08 Februari 2018.
44Mihrab, Mahasiswi Jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN
Alauddin Makassar, Wawancara oleh penulis bertempat di Ruang Jurusan Kimia, 08 Februari 2018.
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya dan hasil penelitian
yang dilakukan di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terhadap pengguna
media sosial dalam mengimplementasikan Undang-undang No. 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia
No.24 Tahun 20017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media
Sosial, maka akan dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:
1. Kedudukam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan
yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika merujuk pada jenis dan
hierarki sebagaimana tersebut pula, maka kedudukan Fatwa MUI termasuk
Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan
Pedoamn Bermuamalah melalui Media Sosial bukan merupakan suatu jenis
peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.
2. Implementasi UU ITE terhadap pengguna media sosial yang pernah
mengalami kasus dugaan pelanggaran terhadap UU ITE ini sangat dirasakan.
Hak warga negara dalam menuntut keadilan dan untuk mencapai kepastian
hukum dapat tersalurkan dengan baik. Proses hukum berjalan sesuai aturan
yang berlaku. Kewajiban sebagai saksi oleh beberapa dosen sudah terlaksana
dengan baik dan semua berjalan sesuai dengan peraturan yang terdapat
dalam UU ITE termasuk dalam menganalisis konteks dugaan penghinaan
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yang harus menghadirkan saksi ahli bahasa dan saksi ahli komunikasi agar
dapat dibuktikan dengan jelas konteks dan maksud ungkapan dalam kasus
dugaan penghinaan tersebut. Selain itu, dengan adanya kasus dugaan
penghinaan tersebut, pada umumnya membuat pengguna media sosial lain
yang ada di UIN Alauddin Makassar ini lebih berhati-hati dalam
mengutarakan pendapat. Selanjutnya berbicara tentang fatwa. meskipun
fatwa tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti UU ITE, pada
umumnya pengguna media sosial di UIN Alauddin Makassar telah
bermuamalah melalu media sosial sesuai dengan al-qur’an dan hadis yang
pada dasarnya sejalan dengan hukum dan pedoman bermuamalah melalui
media sosial yang ada dalam Fatwa MUI. Sekalipun MUI menghadapi
banyak kendala dalam sosialisasi namun semangat dan upaya MUI untuk
mengingatkan kepada pengguna media sosial agar bermuamalah sesuai
dengan ajaran agama Islam tersampaikan dengan baik sehingga meskipun di
UIN Alauddin Makassar ini pernah terjadi dugaan penghinaan yang pada
dasarnya dilarang dalam agama Islam tetapi pada umumnya telah memahami
dan meningkatkan kesadaran pribadi dengan adaya peringatan di Fatwa
tersebut.
B. Implikasi Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa implikasi atau rekomendasi
terhadap beberapa pihak yang berkompeten demi terselenggaranya penggunaan
media sosial yang sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dan ajaran agama
Islam yang tertuang dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sebagai berikut:
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1. Dengan adanya UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 28 dan Fatwa MUI No.
24 Tahun 2017 juga diperkuat dengan kasus dugaan penghinaan yang
terjadi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi tersebut secara langsung
memberikan pengaruh terhadap etika dan norma dalam menggunakan
media sosial khususnya di UIN Alauddin Makassar.
2. Pada dasarnya fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia
bertujuan demi kemaslahatan umat manusia khususnya Umat Islam yang
ada di Indonesia. Dengan kedudukan fatwa yang tidak mengikat dalam
hukum Negara yang artinya boleh dipatuhi dan boleh tidak dipatuhi
membuat fatwa sering terabaikan oleh umat Islam sehingga seharusmya
pemerintah lebih memberikan perhatian lagi terhadap Majelis Ulama
Indonesia agar dapat bekerja maksimal demi kebaikan bangsa dan dapat
menghasilkan lebih banyak lagi fatwa yang diserap menjadi undang-
undang agar secara langsung dapat memberikan kekuatan hukum yang
mengikat. Sebagai umat Islam yang baik juga seharusnya aktif membaca
dan mencari informasi mengenai ilmu pengetahuan yang kian berkembang
sehingga dalam prakteknya tidak terjadi kesalahan karena ketidakpahaman.
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